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MOTO 
ىًدُس َكَر ْ ت ُي َْنأ ُناَسْن ِْلْا ُبَسَْيََأ 
Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? 
(Q.S Al Qiyamah : 36) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 
1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi 
dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan 
huruf latin adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
xi 
 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
xii 
 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
  Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 
sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka 
transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
xiii 
 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa 
huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
xiv 
 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah  
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu 
ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu 
tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. Namun dalam 
transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
xv 
 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu 
huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Sedangkan  kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan 
yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata 
sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, 
namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya 
huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan 
huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan 
xvi 
 
maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang 
lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
  Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata 
tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain 
karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 Rofikoh Awaliah, NIM. 162111243; “TINJAUAN MAṢLAḤAH  MURSALAH 
TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA  NOMOR  19/8/PBI/2017 TENTANG 
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL  PAYMENT GATEWAY)”. 
 
Banyaknya transaksi berbasis elektronik yang bemunculan seiring dengan perkembangan 
teknologi informasi sehingga Bank Indonesia membentuk sebuah alternatif pembayaran lewat 
electronic payment dan diperkuat dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway). 
Namun Bank Indonesia merasa perlu dilakukan adanya  pembanahan lebih lanjut akan kebijakan 
tersebut. Selain itu mengingat Gerbang Pembayaran Nasional adalah termasuk masalah baru yang 
muncul maka belum ada ketentuan hukumnya. Dalam hal ini perlu adanya tinjauan maṣlaḥah 
mursalah untuk menentukan kehujjahan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: 1) seperti apa bentuk Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) 
berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional (National Payment Gateway). 2) Bagaimana tinjauan Maṣlaḥah mursalah terhadap 
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) berdasarkan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment 
Gateway).  
 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literer (pustaka). Metode yang digunakan 
untuk mendapatkan data adalah penelitian pustaka. Analisis data menggunakan analisis non-
statistik, yaitu analisis deskriptif, tidak melibatkan angka tetapi dalam bentuk laporan dan 
komentar deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu dari sumber data sekunder yang mana 
terdapat bahan hukum primer. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
dokumentasi 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia no 
19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional terdapat beberapa lembaga diantaranya 
yaitu lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga service. Gerbang Pembayaran Nasional 
merupakan suatu insfastruktur sistem pembayaran dibuat oleh Bank Indonesia ini mendukung 
kebaikan dalam pandangan manusia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Gerbang Pembayaran 
Nasional tersebut sejalan dengan akal manusia dan hukum syara’. Kaitannya dengan Gerbang 
Pembayaran Nasional, maṣlaḥah mursalah di dalamnya adalah menciptakan ekosistem 
interkoneksi (saling terhubung), interperabel (saling dapat beroperasi) dan mampu melaksanakan 
pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar.  Maṣlaḥah 
mursalah dalam Gerbang Pembayran Nasional ini yaitu untuk meningkatkan sistem pembayaran 
dan menjaga stabilitas perekonomian serta yang merupakan bentuk  untuk melindungi warga 
negara dalam bidang hukum ekonomi. Maka secara singkat Gerbang Pembayaran Nasional  sesuai 
dengan hukum Islam yang berfungsi untuk meningkatkan kegiatan muamalah dan mempermudah 
dalam bertransaksi. 
 
Kata Kunci: Peraturan bank Indonesia, Gerbang Pembayaran Nasional, Maslahah Mursalah. 
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ABSTRACT 
 
Rofikoh Awaliah, NIM. 162111243; “TINJAUAN MAṢLAḤAH  MURSALAH TERHADAP 
PERATURAN BANK INDONESIA  NOMOR  19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG 
PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL  PAYMENT GATEWAY)”. 
 
The number of electronic-based transactions that emerged along with the development of 
information technology so that Bank Indonesia formed an alternative payment through electronic 
payment and was strengthened by the issuance of Bank Indonesia Regulation Number 19/8 / PBI 
/ 2017 concerning the National Payment Gateway. However, Bank Indonesia felt it was necessary 
to further refine this policy. In addition, since the National Payment Gate is a new problem that 
arises, there is no legal provision. In this case, it is necessary to have a review of the problematic 
problem to determine the problematic problem. This study aims to determine: 1) what is the form 
of a National Payment Gateway based on Bank Indonesia Regulation Number 19/8 / PBI / 2017 
Regarding the National Payment Gateway (National Payment Gateway). 2) How is the Maṣlaḥah 
mursalah review of the National Payment Gateway based on Bank Indonesia Regulation Number 
19/8 / PBI / 2017 Concerning the National Payment Gateway. 
 
This research is a qualitative literary research (literature). The method used to obtain data is library 
research. Data analysis using non-statistical analysis, namely descriptive analysis, does not involve 
numbers but in the form of descriptive reports and comments. Sources of data obtained are from 
secondary data sources where there are primary legal materials. While data collection techniques 
use documentation techniques 
 
The results of this study indicate that in Bank Indonesia Regulation no 19/8 / PBI / 2017 Regarding 
the National Payment Gate there are several institutions including standard institutions, switching 
agencies, and service agencies. The National Payment Gate is a payment system structure created 
by Bank Indonesia that supports the good in the human view itself. This shows that the National 
Payment Gate is in line with human reason and sharia law '. In relation to the National Payment 
Gateway, the problem within it is to create an interconnected, interperable ecosystem and be able 
to carry out the processing of domestic retail payment transactions that are safe, efficient, reliable, 
and smooth. Maṣlaḥah mursalah in the Gate of  National Payment is to improve the payment 
system and maintain economic stability and which is a form to protect citizens in the field of 
economic law. So in short the National Payment Gate is in accordance with Islamic law which 
functions to increase muamalah activities and make transactions easier. 
 
Keywords: Indonesian bank regulations, National Payment Gate, Maslahah Mursalah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Aktivitas bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang 
atau lebih untuk berbisnis yang berhubungan dengan perekonomian. Di dalam 
aktivitas bisnis terdapat transaksi jual beli yang sudah melekat dalam kehidupan 
bermasyarakat.  
Transaksi ini berkembang dari tahun-ketahun yang mana mulanya 
masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan cara tukar menukar barang yang 
satu dengan barang yang lainnya. Seperti halnya orang yang satu mempunyai padi 
kemudian beliau membutuhkan garam lalu menukarkan padi tersebut dengan 
garam kepada orang yang lainnya.1 
Keadaan pada masa ini disebut juga transaksi jual beli dengan cara barter 
tidak jelas keuntungan dan kerugian yang mereka dapatkan karena mereka 
bertukar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saja.2 Selain itu ada pula masa 
dimana masyarakat menggunakan emas sebagai alat tukar menimbang kekurangan 
dan lainnya sistempun berubah menjadi uang kertas sebagai alat tukar dalam 
bertransaksi.  
Karena dianggap masih kurang efisiensi dan didukung oleh kemajuan 
zaman dengan adanya perkembangan tekonologi dan imformasi menuntut 
                                                             
1 Siti Mujiatun,“Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna”, Jurnal Riset 
Akuntansi Dan Bisnis, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) Vol. 13 Nomer 2, 2013, hlm. 
2.  
 
2 Ibid. 
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masyarakat untuk melakukan globalisasi atau perubahan dalam aspek kehidupan 
termasuk dalam bidang ekonomi.  
Menghadapi perkembangan perekonomian pada masa ini kegiatan 
transaksi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dianggap mudah dan 
lebih efisien seperti halnya transaksi jual beli online, tranfer uang, pembayaran 
listrik, pembayaran air dan lainnya, sehingga sistem pembayaran telah mengalami 
evolusi berupa data yang ditempatkan di suatu wadah sistem elektronik dan 
menjadi salah satu sistem elektronik.3 Atas dasar tersebut Bank Indonesia 
kemudian mengadaptasikan suatu bentuk alat pembayaran yang disebut dengan 
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway). 
Alternatif pembayaran lewat electronic payment merupakan dampak dari 
perkembangan teknologi di bidang informasi. Berdasarkan statistik BI per mei, 
penggunaan kartu sebagai alat pembayaran (APMK) yaitu kartu ATM dan Kartu 
Debet tercatat 137,2 juta keping kartu dengan jumlah transaksi harian mencapai 
11 sampa 14 juta transaksi per hari. Kemudian 80% transaksi tersebut dilakukan 
di dalam negeri  dan 20% dilakukan di luar negeri.4 Dengan demikian Bank 
Indonesia mewujudkan sistem pembayaran nasional aman, efisien, cepat dengan 
memperhatikan peningkatan daya saing. Menanggapi perkembangan sistem 
pembayaran tersebut Bank Indonesia memperkuat dengan dikeluarkannya 
                                                             
3Arsita Ika Adiyanti,”Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya 
Tarik Promosi, dan Kepercayaan terhadap Minat menggunakan layanan E-money”, Jurnal Ilmu 
Ekonomi, (Universitas Brawijaya), Januari 2015, hlm. 5. 
 
4 Referensi dari www.bi.go.id diakses pada 19 oktober 2019 pukul 19.00. 
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kebijakan Peraturan Bank Inndonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway).5 
Gerbang pembayaran nasional (National Payment Gateway) merupakan 
pemenuhan atas kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi secara nontunai dengan 
menggunakan instrumen pembayaran ritel dan untuk memfasilitasi serta 
memperluas akseptasi masyarakat untuk gerakan nasional nontunai. 6 Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa sistem 
pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme yang 
digunakan untuk  melaksanakan pemindahan dan guna memenuhi suatu 
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.7 
Sejak mei 2018 Gerbang Pembayaran Nasional resmi diluncurkan oleh 
Bank Indonesia (BI), dikatakan pada Jawapos.com kemunculannya merupakan 
penantian lama setelah melalui kajian selama 20 tahun.8 Namun hingga saat ini 
GPN sendiri masih perlu pembenahan sistem. Dilansir dari kontan.co.id “Bank 
Indonesia terus membenahi sistem Gerbang Pembayaran Nasional. Bank Sentral 
melanjutkan peta jalan atau roadmap GPN semester II-2018”. Menurut Anthoni 
Morris BI akan melakukan beberapa hal yaitu imlementasi terminal electronic 
                                                             
5Syafi’atul Mir’ah Ma’shum, “ Analisis National Payment Gateway Dalam Perspektif 
Hukum Islam” Tesis (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)Januari 2018, hlm. 2. 
 
6 Pasal 1(satu) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway). 
 
7 Pasal 1 (satu)  ayat 6 (enam) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2009. 
 
8 Teguh jiwa brata, 2018 “ganti kartu debit berlogo GPN masih menemui kendala” 
dikutip dari  https://www.jawapos.com , diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 03.27. 
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data capture (EDC). Selain itu juga akan ada implementasi QR code dan 
implementasi Electronic Bills and Invoices Presentment and Payment (EBIPP).9 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) pada pasal 3 menyebutkan 
bahwa GPN merupakan sebuah alat pembayaran yang menggunakan kartu 
ATM/Debet, kaertu kredit, uang elektronik dan sejenisnya namun pada Undang 
Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatakan bahwa alat 
pembayaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Rupiah pada pasal 2 
ayat 2 uang rupiah hanya terdiri dari rupiah kertas dan rupia logam. 
Kebijakan GPN juga dapat menurunkan biaya merchant discount rate 
(MDR) yang dibayarkan merchant secara agregat sebesar Rp 830 Miliar atau 47% 
pertahun, dari sekitar Rp 1.75 triliun menjadi Rp 920 Miliar. Disisi lain, 
penurunan MDR akan mengurangi fee based income dari Bank issuer (bank 
penerbit kartu) dan bank Acquirer (bank atau lembaga lain yang melakukan 
kerjasama dengan pedagang) masing-masing sebesar 77% dan 20%. 10 
Selain itu skema tarif off-us yang homogen untuk semua produk dan jasa 
juga dapat menghambat ekspansi EDC pada merchant-merchant  kecil atau 
UMKM dan berpotensi meningkatkan jumlah merchant yang menerima transaksi 
pembayaran nontunai. Tapi penurunan MDR belum tentu memicu penurunan 
                                                             
9 Galvan yudistira, 2018 “BI terus membenahi sistem GPN” dikutip dari 
https://www.kontan.co.id , diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 03.40. 
 
10  Dadan M Ramdan, 2018 “ Menakar Plus Minus Gerbang Pembayaran Nasional” 
dikutip dari https://www.kontan.co.id , diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 03.40. 
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harga barang bagi konsumen sehingga nilai dan volume transaksi nontunai 
kemungkinan tidak banyak berubah.11 
Kartu berlogo GPN tidak dapat digunakan untuk transaksi daring. 
Sehingga, total kartu debit beredar akan naik dari 140 juta menjadi 162,5 juta 
kartu. Secara agregat akan terjadi inefisiensi biaya administrasi sebesar Rp 163 
miliar perbulan atau Rp 1.96 triliun pertahun karena ada sekitar 22,5 juta kartu 
berlogo GPN yang tidak digunakan atau dormant. Adapun biaya produksi kartu-
kartu dormant tersebut mencapai Rp 585 miliar dalam empat tahun kedepan.12 
Penerapan Gerakan Pembayaran Nasional ini masil perlu diperhatikan 
karena pada dasarnya sistem ini merupakan sebuah sistem yang besar dengan 
tujuan sebagai salah satu gerakan nasional nontunai. Yang pada akhirnya semua 
akan menggunakannya. Terlebih lagi kekurangan dan kelebihan dari Gerakan 
Pembayaran Nasional ini masih dipertanyakan, yang demikian apakah dengan 
menggunakan sistem Gerbang Pembayaran Nasional seperti ini bisa Maṣlaḥah 
untuk masyarakat semua kalangan. Karena mengingat pentingnya penggunaan 
Gerbang Pembayaran Nasional untuk perkembangan zaman yang di perkirakan 
besok semua menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional untuk sistem 
pembayaran. 
Atas dasar pemikiran tersebut penulis tertarik untuk meneliti dari hierarki 
perundang-undangan dan telah lebih lanjut memperhatikan beberapa aspek 
filosofis maupun yuridis normatif terkait dengan gerbang pembayaran nasional, 
serta bagaimana Maṣlaḥah mursalah memandang perubahan perkembangan yang 
                                                             
11  Ibid,. 
12  Ibid,.  
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terjadi pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh legislator. Kemudian penulis 
menarik judul Tinjauan Maṣlaḥah mursalah Terhadap Peraturan BI Nomor 
19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment 
Gateway). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis 
merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk Gerbang Pembayaran Nasional berdasarkan Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional (National Payment Gateway)? 
2. Bagaimana tinjauan Maṣlaḥah mursalah terhadap Gerbang Pembayaran 
Nasional berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 
Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)? 
 
C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan bentuk Gerbang Pembayaran Nasional atau 
National Payment Gateway berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment 
Gateway). 
2. Untuk menjelaskan perspektif Maṣlaḥah mursalah terhadap Gerbang 
Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway berdasarkan 
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Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway). 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoristis penelitian ini mempunyai manfaat agar di kalanganan 
akademis, di harapkan dapat menambah teori dan wawasan baru tentang 
adanya Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) dan 
dapat mengembangkan pengetahuan ilmiah terkait dengan tujuan 
pemerintah dalam rangka program gerakan nasional non tunai.  
2. Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan untuk memberitahukan 
secara mendalam tentang bagaimana perspektif maslahah mursalah 
terhadap Gerbang Pembayaran National (National Payment Gateway) 
berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway).  
 
E. Kerangka Teori  
Muamalah ialah segala aspek kegiatan di dalam hidupnya baik 
menyangkut tata kerja, perdagangan, transaksi-transaksi berdasarkan aturan 
Allah yang lebih tinggi dan sempurna dari pada konsep manusia.13  
Jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah pertukaran harta dengan 
harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan) dengan syara’ 
yang disepakati”, sedangkan menurut Imam Nawawi dalam al majmu’ 
                                                             
13 Najahy Majid, Syariat Islam (Semarang: Toha Putra, 1982), hlm. 8. 
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menatan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk 
kepemilikan. Untuk hukum jual beli sendiri pada dasarnya merupakan akad 
yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam 
Al-Qur’an, Hadis dan Ijma’ Ulama.14 Diantaranya dalil yang 
membolehkannya yaitu: 
 َبِّرلا  َمَّر ح و  َعْي  بْلا  َهَّللا ا ََّل ح أ و .... 
"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"15 
 
Dan pada saat sekarang ini mengigat banyak orang yang lebih 
memilih sesuatu yang praktis dan tidak mau yang susah-susah dan 
merepotkan. Kebanyakan mereka hanya memetingkan masalah jumlah 
hitungan atau keuntungannya, dan kurang atau mengesampingkan akan 
memperhatikan dari sisi berkahnya dan tidaknya. Keadaan  yang seperti 
itu tidaklah aneh. 
Sedangkan tukar menukar sendiri menurut ahli fiqih Islam, 
pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara 
menukar barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan 
keikhlasan atau kerelaan. Jual beli sering dilakukan banyak orang sebagai 
sarana kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli bisa 
dilakukan dengan berbagai cara baik secara terbuka maupun secara 
                                                             
14 Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” Jurnal Bisnis dan Menejemen Islam, Vol 
3, No. 2, 2015, hlm. 242. 
 
15 Departeman Agama,  Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 
420. 
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tertutup, seperti jual beli beli dengan menggunakan sistem nontunai yaitu 
dengan cara membayarnya menggunakan kartu. 
Sistem pembayaran terdiri atas dua kata yakni “sistem” yang 
mempunyai arti sekelompok bagian, bagian-bagian yang bekerja bersama-
sama untuk melakukan suatu maksud dan “pembayaran” lazim diartikan 
sebagai perpindahan nilai antara dua belah pihak. Sistem pembayaran 
secara tegas sebagai satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, 
lembaga mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna 
memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.16 
Pengertian maslahah mursalah dalam bahasa arab adalah 
perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam 
artian setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti 
menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan 
(kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti 
menolak kerusakan.17 
Maṣlaḥah mursalah adalah salah satu metode ijtihad dengan 
mencari kemaslahatan atas sebuah perkara yang belum ada nash yang 
mengaturnya.18 yang dikembangkan oleh ulama Ushul Fiqh dalam 
mengistimbatkan hukum Islam dari nash adalah maṣlaḥah mursalah 
sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya illat dalam 
                                                             
16Pasal 1 (satu)Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. 
 
17Mudhofir  Abdullah, Masail Al-fiqhiyyah, (Yogyakarta: Teras 2011), hlm. 93 
 
18Usman, Buku Daras mata Kuliah Filsafat Hukum Islam Jurusan Syariah STAIN 
Surakarta, (Surakarta: Jurusan Syariah STAIN Surakart, 2009), hlm. 99-102. 
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suatu hukum. Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep maslahah 
mursalah sebagai salah satu metode mengistimbatkan hukum, maka kita 
sebaiknya terlebih dahulu membahas hakikat maslahah itu sendiri. 
Menurut bahasa, maṣlaḥah berarti manfaat dan kebaikan sedang 
maslahah berarti terlepas. Menurut Istilah, maṣlaḥah mursalah ialah 
kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara’ dalam penetapan hukum 
dan tidak ada dalil yang menyuruh menggambil atau menolaknya. 
Pengertian maslahah mursalah dalam bahasa arab adalah perbuatan-
perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian setiap 
segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik 
atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau 
dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.19 
Pada hakekatnya maslahah mempunyai dua sisi positif dan dua sisi 
negatif. Disisi positif ini berupa merealisasikan kebaikan. Sisi negatif 
berupa menolak kerusakan atau bahaya.20 Maṣlaḥah dilihat dari segi 
tingkatannya dibagi kepada tiga, yaitu:21 
1. Maṣlaḥah al-mu’tabarah adalah Maṣlaḥah yang diperhitungkan oleh 
Syāri’. Maksudnya ada pentunjuk dari Syāri’, baik langsung maupun 
tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya maṣlaḥah yang 
menjadi alasan dalam menetapkan hukum. 
                                                             
19 Mudhofir Abdullah, Masail Al-fiqhiyyah., hlm. 93 
 
20Suwarjin, Ushul  Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138 
 
21Khutbuddin Aibak, Metodologi pembaharuan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2008), hlm. 195-198 
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2. Maṣlaḥah al-mulghah maksudnya yaitu Maṣlaḥah  yang dianggap baik 
oleh akal, tatapi tidak perhatiakan oleh syara’ dan ada petunjuk syara’ 
yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggap baik dan telah 
sejalan dengan tujuan syara’ menetapkan hukum yang berbeda dengan 
apa yang dituntut oleh maṣlaḥah itu . 
3. Maṣlaḥah mursalah maksudnya adalah Maṣlaḥah ini biasa disebut 
dengan istislāh, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan 
dengan tujuan syara’ yang menolaknya. 
Maṣlaḥah mursalah menurut para ahli Usul memberikan takrif 
yaitu: “Memberikan hukum syara’ kepada sesuatu kasus yang tidak 
terdapat dalam nash atau Ijma’ atas dasar memelihara kemaslahatan”. 
Maṣlaḥah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh 
syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk 
mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan 
mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahah 
mursalah disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang 
mengakui kesahan dan kebatalnnya. Jadi membentuk hukum dengan cara 
maslahah mursalah semata mata untuk mewujudkan kemaslahatan 
manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak 
kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.22 
Dalam pandangan peneliti, Maṣlaḥah mursalah merupakan sebuah 
teori hukum Islam yang cukup moderat untuk melihat masalah-masalah 
                                                             
22Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: rajawali Pers, 2015), hlm.79. 
12 
 
 
 
kekinian yang lebih subtantif. Dalam teori ini, kemaslahatan sebagai 
Maqāṣid asy-syari’ah tujuan-tujuan Syara’ dalam menetapkan hukum 
harus benar-benar dijadikan tapak pijak. Maṣlaḥah mursalah merupakan 
upaya Mujtahid untuk menetapkan suatu hukum yang menitik beratkan 
pada kemaslahatan sebagai tujuan-tujuan syara’. Namun tidak ada 
ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu baik 
yang mendukung maupun yang menolak.23 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan sebuah 
skripsi yang juga sedikit mirip pembahasannya dengan skripsi yang 
penulis sendiri tulis. Namun tentunya juga terdapat perbedan-perbedaan. 
Skripsi yang ditulis oleh Lucky Anjani, seorang mahasiswi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankkan Syariah, 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Dengan 
skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
Masyarakat Terhadap Penggunaan Kartu Debit Ber-GPN (Studi Kasus 
Pengguna Bank Syariah di Yogyakarta). Dalam skripsinya membahas 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat terhadap 
penggunaan pembayaran kartu debit ber-GPN pada masyarakat Yogyakart. 
Analisinnya menghasilkan bahwa kelima variabel keamanan, efisiensi, 
fitur layanan, pendapatan, dan manfaat yang dirasakan. Hanya variabel 
                                                             
23 Satria Efendi, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm: 148. 
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keamanan, pendapatan, dan manfaat yang dirasakan yang berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap penggunaan kartu debit ber-GPN pada 
masyarakat yogyakarta. Sedangkan variabel efisiensi dan fitur layanan 
tidak berpengaruh terhadap penggunaan kartu debit ber-GPN pada 
masyarakat Yogyakarta.24 Disini mungkin terlihat sama-sama membahas 
tentang GPN namun yang membedakan ialah ini membahas faktor-faktor 
yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan kartu debit ber-GPN 
sedangkan pada skirisi penulis penerapan Maṣlaḥah mursalah terhadap 
PBI No 19/08/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional.  
Skripsi yang ditulis oleh Masykur Rosyid. Ia adalah mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta dari Fakultas 
Syariah, Progam Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Skripsinya berjudul 
“Konsep Maslahat (Studi Atas Pemikiran Abu Yusuf)”. Dalam skripsinya 
menayakan tentang bagaimana konsep maslahat sebagai tujuan hukum 
yang di berikan oleh abu yusuf? dan bagaimana aplikasi konsep maslahat 
tersebut terhadap penetapan hukum Islam, khususnya dalam bidang 
hukum keluarga? Analisisnya berpendapat yaitu kemaslahatan yang 
menjadi tujuan utama pensyariatan hukum Islam tampaknya benar-benar 
diterapkan oleh Abu Yusuf dalam berbagai keputusan-keputusan beliau. 
Bahwa kemaslahatan pula yang mendaari terbentuknya sebuah kaidah 
                                                             
24 Lucky Anjani, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Terhadap 
Penggunaan Kartu Debit Ber-GPN Skripsi (Studi Kasus Pengguna Bank Syariah di Yogyakarta)” 
(Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019). 
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terkait dengan pemerintahan.25 Disini mungkin sama-sama membahas 
maslahah yang membedakan adalah ini maslahah menurut pemikiran Abu 
Yusuf sedangkan pada skirisi penulis penerapan Maṣlaḥah mursalah 
terhadap PBI No 19/08/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional. 
Skripsi yang ditulis oleh Samsul Arifin. Ia adalah mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel di Surabaya dari Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam, Progam Studi Muamalah. Skripsinya berjudul 
“Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Truk 
Bekas Secara Borongan Di Pasar Loak Surabaya”.26 Dalam skripsinya 
bagaimana praktik jual beli onderdil truk bekas secara borongan di Pasar 
Loak Surabaya?, dan bagaiman tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap 
parktek  jual beli onderdil truk bekas secara borongan di Pasar Loak 
Surabaya?.  Analisisnya berpendapat yaitu jual beli  onderdil truk bekas 
kalu di tinjau dari hukum Islam hukumnya boleh, walaupun menurut 
sebagian ualama” jual beli borongan tersebut mengandung unsur tipu daya 
yang bisa merugikan salah satu pihak dan hukumnya tidak boleh, namun 
melihat kondisi pasar loak yang telah memiliki sistem boronagan sebagai 
sistem alternatif dan sudah menjadi kebiasaan (adat) bagi masyarakat yang 
dapat dijadikan pertimbangan hukum. Jual beli secara borongan benar-
benar mendatangkan kemaslahatan bagi mayoritas  masyarakat yang 
                                                             
25 Masykur Rosyid, “ Konsep Maslahat (Studi Atas Pemikiran Abu Yusuf) Skripsi” 
(Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009). 
 
26 Samsul Arifin, “Analisis Marsalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Truk 
Bekas Secara Borongan Di Pasar Loak Surabaya” Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 
Surabaya, 2014). 
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bergelut di bidang bisnis, karena jual beli borongan sudah menjadi sitem 
alternatif bagi para penjual yang sudah lama sistem tersebut dilakukan 
kemudian sudah menjadi suatu kebiasaan dikalangan masyarakat, untuk 
memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan sistem tersebut mendatangkan 
kemanfaatan yang jauh lebih besar bagi penjual atau pembeli untuk 
meminimalisir modal dan sama mendapatkan keuntungan.27 Dalam skripsi 
sama-sama membahas marsalah mursalah yang menbedakan yaitu skripsi 
diatas membahas kemaslahat jual beli barang bekas sedangkan ini adalah 
kemaslahatan PBI No 19/08/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional . 
Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syaifullah Khairuddin. Ia 
adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta dari fakultas 
Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsinya berjudul 
“Pandangan Maṣlaḥah Mursalah dan Hukum Progresif terhadap Perpres 
Nomor 20 Tahun 2018”. Dalam skrispsinya diketemukan sebuah hasil 
bahwa Perpres ini telah memenuhi  ketentuan  Maṣlaḥah Mursalah yang 
mana memiliki syarat untuk meniadakan mudarat dan mendatangkan 
maslahat Perpres ini sudah bisa dikatakan memenuhi ketentuan tersebut. 
Sedangkan bagi Hukum Progresif, Perpres ini telah memenuhi ketentuan 
disebut sebagai hukum untuk manusia yang memiliki asas keadilan, 
kesejahteraan, dan kepedulian. Maka sudah dapat dipastikan bahwa 
Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Hukum 
                                                             
27Ibid. 
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Progresif dan Maṣlaḥah Mursalah melainkan Perpres tersebut bentuk 
Maṣlaḥah Mursalah dan Hukum Progresif.28 Disini mungkin sama-sama 
membahas Maṣlaḥah Mursalah yang membedakan adalah ini Maṣlaḥah 
Mursalah terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018 sedangkan penulis 
Maṣlaḥah Mursalah terhadap PBI Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway). 
Jurnal yang ditulis oleh Anggit Dyah Kusumawati, yang berjudul 
“Penerapan Sistem GPN (Gerakan Pembayaran Nasional) Dalam 
Menunjang Transaksi Daring” program studi Bisnis dan Manajemen 
Universitas Merdeka Malang. Dalam jurnalnya bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan sistem perbankan sebelum dan sesudah 
menggunakan GPN dan untuk mengetahui peran Bank Indonesia dalam 
menghimbau masyarakat di Soloraya untuk menggunakan Kartu Berlogo 
GPN. Metode penelitian adalah metode studi kepustakaan. Hasil 
penelitiannya diketahui bahwa dengan berlakunya GPN, sistem 
pembayaran menjadi saling terkoneksi sehingga satu kanal pembayaran 
dapat digunakan untuk berbagai instrumen pembayaran dari bank yang 
berbeda. Selain itu, adanya efisiensi pemrosesan transaksi, sharing 
infrastruktur kanal pembayaran, perluasan akses layanan sistem 
pembayaran, serta biaya pemrosesan data yang lebih murah. Oleh karena 
itu Bank Indonesia perlu mensosialisasikan GPN dengan tujuan 
masyarakat Soloraya bersedia menukarkan kartu yang selama ini 
                                                             
28Muhammad Syaifullah Khairuddin, “pandangan Maṣlaḥah Mursalah dan Hukum 
Progresif Terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018” (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 
2019). 
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digunakan dengan kartu berlogo GPN sehingga nantinya dapat 
berkontribusi dalam mewujudkan sistem kedaulatan pembayaran 
nasional.29 Disini sama-sama membahas tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional yang membedakan adalah ini Maṣlaḥah Mursalah terhadap 
Perpres Nomor 20 Tahun 2018 sedangkan penulis Maṣlaḥah Mursalah 
terhadap PBI Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional (National Payment Gateway). 
Jika ditinjau secara kepustakaan memang belum ada yang 
membahas secara khusus tentang Gerbang Pembayaran Nasional. 
Walaupun akir-akhir ini telah membudaya di masyarakat khususnya 
masyarakat yang bekerja, dan melakukan jual beli di super market. 
Apakah secara pandangan hukum Islam kegiatan tersebut boleh atau tidak 
memang belum ada yang membahasnya secara khusus dan jelas.  
Maka disini penulis mencoba meninjau sejauh mana kegiatan jual 
beli sistem membayar menggunakan kartu ber-GPN yang dilakukan oleh 
masyarakan dengan melalui pendekatan hukum Islam dapat diketahui 
kemaslahatan model transaksi tersebut. Sehingga lebih jelas status 
hukumnya menurut pandangan Islam dan tidak ada keraguan lagi bagi 
masyarakat untuk melakukannya.  
                                                             
29 Anggit Dyah Kusumastuti, “ Penerapan sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) 
Dalam menunjang Transaksi Daring” Jurnal Bisnis Dan Manajemen, (Universitas Merdeka 
Malang ) Vol. 6 No. 1. 
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Penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat 
ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan keyakinan 
bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab-akibatnya, 
atau kecendrungan-kecendrungan yang timbul. Dalam hal ini, penelitian 
merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuna, baik dari 
segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari 
ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih memperdalami segala segi 
kehidupan. 30 
Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk 
memecahkan masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-
teknik tertentu yakni yang ilmiah. Dengan demikian, maka suatu kegiatan 
ilmiah merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan 
kontruksi, secara metodologis, sistematis dan konsistem.31 Untuk mencapai 
sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 
penelitian kualitatif literer.  
1. Jenis Penelitian 
Merujuk pada latar belakang jenis penelitian ini adalah library 
research atau penelitian kepustakaan yaitu bertujuan untuk membangun 
hipotesis baru yang kokoh dengan cara mengumpulkan data dan informasi 
                                                             
30 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010) hlm. 3. 
 
31 Ibid. 
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dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruangan 
perpustakaan.32 
Penelitian kepustakaan (library research), juga dapat disebut dengan 
penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data 
dari berbagai literatur. Literetur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku, 
tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat 
kabar. Adapun hal ini bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti serta beberapa peraturan Bank Indonesia mengenai Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway).  
2. Sumber Data 
Penelitian ini sepenuhnya bersifat (library research), maka seluruh 
kegiatan ini berpusat pada buku yang berkaitan serta menunjang permasalahan 
dalam penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan 
sumber data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, seperti melalui 
dokumen. 33 dalam data sekunder itu terdapat bahan hukum perimer serta 
bahan hukum sekunder.  
Bahan hukum primer yang ada dalam penelitian ini adalah Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran nasional 
(National Payment Gateway). Kemudian bahan baku sekunder yang ada 
dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur baik dari buku-buku, 
                                                             
32 Suwartono, Dasar-dasar Metodologi penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 
149. 
33Ibid. 
.  
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jurnal ilmiah, artikel, karya ilmiah lainnya maupun dari internet yang 
semuanya berkaitan dengan penelitian ini.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Berdasarkan sumber data yang diteliti, maka teknik pengumpulan data 
yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu penulis berusaha 
mencari bahan yang berkaitan dengan maslahah mursalah yang terjadi pada 
gerbang pembayaran nasional.  
Menurut Nawawi, metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang 
dilakukan dengan menghimpun buku-buku dan dokumentasi yang relevan 
dengan sumber data dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, maka 
dilakukan penelaahan secara kritis, sistematis dalam hubungannya dengan 
masalah yang diteliti, sehinga data atau informarmasi didiskripsikan sesuai 
dengan pokok masalah.34  
4. Tehnik Analisis Data 
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
menggunakan tehnik analisis isi (content analysis). Tehnik ini digunakan 
untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menentukan karakteristik 
pesan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Metode deskriptif dapat 
diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan 
menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat 
sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. 
                                                             
34 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajahmada University, 1994), hlm. 
24. 
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Dalam hal ini juga menggunakan metode induktif yaitu merangkai fakta-fakta 
yang khusus itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum.35  
 
G. Sistematika Penulisan 
Hasil penelitian mengenai Tinjauan DSN/MUI perspektif maṣlaḥah 
mursalah Terhadap pengadaan Uang Elektonik pada Bank Syariah sitematika 
sebagai berikut: 
Bab I,  merupakan pendahuluan di dalamnya dibahas latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka 
teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. 
Bab II, pada bab ini membahas tentang landasan beberapa teori yang 
berkaitan dengan skripsi ini mencakup Maṣlaḥah mursalah, syarat-syarat 
maṣlaḥah yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk menentukan hukum, 
macam-macam maṣlaḥah mursalah, serta teori Gerbang Pembayaran 
Nasional. 
Bab III, berisi tentang gambaran umum tentang Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional 
(National Payment Gateway).  
Bab IV, merupakan bab yang berisi tentang  analisa data dan 
pembahasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap maṣlaḥah mursalah 
adanya Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway).  
                                                             
35 Sutrisno Hadi,  Metode-Metode Penelitian masyarakat,(Jakarta: PT. Gramedia,  1991), 
hlm. 45-47. 
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Bab V, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
Sedangkan pada bagian akhir berisi daftar pustaka, dan lampiran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah 
Seluruh hukum yang di tetapkan Allah SWT atas hamba-Nya baik 
dalam perintah maupun larangan adalah mengandung maṣlaḥah. Tidak ada 
hukum Syara’ yang sepi dari maṣlaḥah. Seluruh perintah Allah bagi manusia 
untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung 
ataupun tidak. Manfaat itu ada yang dapat di rasakannyan pada waktu itu dan 
ada juga yang di rasakan sesudahnya. Misalnya Allah menyuruh sholat yang 
mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan ruhani dari 
kebersihan jasmani.1 
Imam al-Ghaza>li> memandang al-maṣlaḥah diartikan sebagai hal 
yang dapatmendatangkan manfa’at atau menolak bahaya, dan tujuan dari al-
maṣlaḥah ini juga menjadi tujuan mahluk atau hamba untuk kebaikannya.2 Dan 
maṣlaḥah mursalah adalah salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama 
Ushul Fiqh dalam mengistimbatkan hukum Islam dari nash adalah maṣlaḥah 
mursalah sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya illat dalam 
suatu hukum. Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep maslahah 
                                                                   
1Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 185. 
 
2 Moh. Mahrus, “Al-Maṣlaḥah prepektif Najm Ad-Di<n At}-Tu>fi (Karateristik dan 
Kehujjahannya dalam Berijtihad),” Jurnal Ahkam, (Surakarta) Vol. 7, Nomor 2, 2009, hlm. 41. 
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mursalah sebagai salah satu metode mengistimbatkan hukum, maka kita 
sebaiknya terlebih dahulu membahas hakikat maslahah itu sendiri. 
Menurut bahasa, maṣlaḥah 3  berarti manfaat dan kebaikan sedang 
mursalah berarti terlepas. Menurut Istilah, maṣlaḥah mursalah ialah 
kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara’ dalam penetapan hukum dan 
tidak ada dalil yang menyuruh menggambil atau menolaknya. Pada hakekatnya 
maslahah mempunyai dua sisi positif (ijabi) dan dua sisi negatif yaitu Salabi. 
Disisi positif ini berupa merealisasikan kebaikan (ijad al manfa’ah). Sisi negatif 
berupa menolak kerusakan atau bahaya (daf’ al mafsadah). 4 
Terhadap istilah ini ulama usul berbeda-beda dalam memberikan 
definisi sebagai berikut 
a. Abdul Wahhab Khalaf dikutip oleh Saifudin Zuhri dalam buku ushul fiqih 
akal sebagai sumber hukum Islam  mendefinisikan sebagai berikut,5 
 ْعىرْشَي َْلَ ىتِلا ُةَحَلْص
َ
لما ىئاَغْلىا َْوا اَهىراَبىتْعىا َىلَع ىىعْرَش ُلْيىلَد ُلُدَي َْلَو اَهىقْيىقْحَتىل اًمْكُح اَه  
                                                                   
3Mencari semua yang mengandung manfaat dan menolak semua yang mengandung mafsadat.  
Menurut mayoritas ulama Ushul maksyud sayar’adalah menjaga kelestarian agama, keselamatan jiwa, 
kesehatan akal, sucinya kehormatan dan keselamatan harta mereka. Jaenal Aripin, KAMUS USHUL 
FIQIH Dalam Dua Bingkai Ijtihad, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm:  478-479. 
 
4Suwarjin, Ushul  Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138. 
 
5Safudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam Cetakan II, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 82. 
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“ Maṣlaḥah yaitu maṣlaḥah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan 
oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan tenteng kebolehan 
dan tidaknya maṣlaḥah tersebut”. 
 
b.  Abu Zahrah dalam kitabnya usul fiqih dikutip oleh Saifudin Zuhri dalam 
buku ushul fiqih akal sebagai sumber hukum Islam menyebutkan:6 
 ىلاا ىعىراَشلا ىد ىصاَقَمىل ىةَمَئَلَ
ُ
لما ىحىلاَصَمْلىل َيىه ىح َلََصىتْس ىلااَْوا ُةَلَسْر
ُ
لما ُةَحَلْصَمْلاَو ْس ىِىَلَ
 ىءاَغْل ىْلاا ىَوا ىر اَبىتْع ىْلااىب ىلَُصا َاَلَُدَهْشَيَلاَو 
 
“ Maṣlaḥah atau istislah yaitu segala kemaslahatan yang sejalan 
dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam menentukan hukum) dan kepadanya 
tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.” 
 
c.  Yusuf musa dikutip oleh Saifudin Zuhri dalam buku ushul fiqih akal 
sebagai sumber hukum Islam memberikan pengertian:7 
 َبىتْعىا ىفَِو اَهىراَبىتْعىا ىمَدَع َْوا اَهىراَبىتْعىا َلَىاْوُعْدَي ىعىراَشلا َن ِى َصَنىب ىهىدىيَقَِ ىْيَْغ ىةَحَلْص َِ ُلُك اَهىرا
 ىرَرَض ىعْفَد َْوا َعَف َن َبىلَج 
 
                                                                   
6 Safudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam …., hlm. 82. 
 
7Ibid.,hlm 83. 
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“Maṣlaḥah yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh 
ketentuan syara’ dengan mengakui atau tidaknnya akan tetapi mengakuinya 
dapat menarik manfaat dan menolak kemadaratan.” 
 
d.  Abdullah bin Abdul Husein dalam kitabnya Asbābul Ikhtilāfi al-Fuqahā 
dikutip oleh Saifudin Zuhri dalam buku ushul fiqih akal sebagai sumber 
hukum Islam merumuskan maṣlaḥah mursalah sebagai:8 
 ُكىرْدَي ىتَِلاىرْوُِ ُلاا ىفِ ْتَناََكو ىَيََعُِ  ىلْي
ىلَدىب ىءاَغْلىاىب َلاَو اَهىراَبىتْعاىب ىعىرَشلا َاَلَ ْدَهْشَي َْلَاَِ ا ُلْقَعل
اَهاَنْع َِ 
“(Maṣlaḥah mursalah) yaitu kemaslahatan yang tidak jelas dia kui 
atau ditolak oleh syara’ dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk 
persoalan yang dapat di terima oleh akal tentang fungsinya”.9 
 
Maṣlaḥahmursalah menurut para ahli Usul memberikan takrif yaitu: 
“Memberikan hukum syarak kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam 
nash atau Ijma’ atas dasar memelihara kemaslahatan”. 
maṣlaḥah mursalahyaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung 
oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk 
mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan 
mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahah mursalah 
                                                                   
8Ibid. 
9 Safudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam ….,hlm 83.   
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disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui 
kesahan dan kebatalnnya. Jadi membentuk hukum dengan cara maslahah 
mursalah semata mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti 
untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi 
manusia.10 
B. Dasar Hukum Maṣlaḥah Mursalah 
Dasar hukum maṣlaḥah mursalah, yang dijadikan para ulama sebagai salah 
satu dalil syara’, yaitu: 
1. Persolan manusia yang dihadapi dan tumbuh selalu berkembang, demikian 
pula dengan kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan 
bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa 
Rasulullah SAW yang kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa 
sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW 
meninggal dunia. Dan seandainya apabila tidak ada dalil yang  dapat 
memecahkan hal-hal yang demikian maka akan sempitlah kehidupan 
manusia, dalil itu adalah dalil yang dapat menetapkan mana yang 
merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan 
dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat 
direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaaan dan 
tempat. 
                                                                   
10 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: rajawali Pers, 2015), hlm.79. 
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2. Sebenarnya para sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in dan para ulama yang datang 
sesudahnya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum yang sesuai 
dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Misalnya Khalifah 
umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, 
padahal pada masa Rasulullah SAW hanya jatuh satu, Khalifah Usman 
telah memerintahkan telah penulis Al-Qur’an dalam satu mushaf dan 
Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan Syi’ah Radidhah 
yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang 
sesudahnya.11\ 
 
C. Alasan-alasan Ulama yang menjadikan hujjah Maṣlaḥah Mursalah 
Madzhab Maliki sebagai pembawa bendera maṣlaḥah 
mursalahsebagaimana disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai 
berikut:12 
a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan maṣlaḥah mursalah, 
diantaranya. 
1. Sahabat mengumpulkan Al-Qur’an ke dalam beberapa mushaf. Padahal 
hal itu tidak pernah di lakukan di masa Rasulullah SAW.13 
                                                                   
11 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: rajawali Pers, 2015), hlm. 81. 
 
12 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  455-460. 
 
13Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata 
untuk kemaslahatan, yaitu menjaga Al-Qur’an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya 
29 
 
2. Khulafa ar-Rasyidin menetapkan keharusan meanggung ganti rugi 
kepada para tukang.14 
3. Umar bin khatab RA memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) 
agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang 
di peroleh dari kekuasaannya.15 
4. Umar bin Khatab RA sengaja menumpahkan susu yang di campur air 
guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu 
dengan air.16 
5. Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota 
kelompok (jama’ah) lantaran membunuh satu orang jika mereka secara 
                                                                   
karena meninggalnya sejumlah besar hafiẓ dari generasi sahabat. Selain itu, merupakan bukti nyata dari 
firman Allah: 
 َنُوِظفاََحل ُهَل اَِّنإَو َرْك ِّذلا اَنْل ََّزن ُنْحَن اَِّنإ 
Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan Al Qur’an, dan sesungguhnya kami benar-benar 
memeliharanya (QS. Al-Hijr:9). Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 
hlm.  455. 
 
14 Padahal menuurut hukum asal,  bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan 
(amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak di bebani tanggung jawab mengganti rugi, 
mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain 
yang berada di bawah tanggung-jawabnya. Sahab Ali RA menjelaskan bahwa atas berlakunya ganti rugi 
(memberi jaminan) di sini adalah maslahat. Ia berkata: “Masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali 
dengan jalan di terapkannya ketentuan tentang ganti rugi (jaminan)”.  Muhammad Abu Zahra, Ushul 
Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  456. 
 
15 Karena umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai atau penguasa dapat menunaikan 
tugasnya dengan baik, tercegah dari manipulasi dan menggambil harta ganimah (rampasan) dengan cara 
yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umumlah yang mendorong Khalifah Umar mengeluarkan kebijakan 
itu. Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  456. 
 
16 Sikap Umar itu tergolong dalam kategori maslahat, agar mereka tidak menggulangi 
perbuatannya lagi: mencampur susu. Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
2014), hlm.  456. 
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bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut, karena kemaslahatan 
menghendakinya.17 
b. Adanya maslahat sesuai dengan maqāṣid as-syari’ (tujuan-tujuan syari’), 
artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan 
maqāṣid as-syari’. Sebaliknya mengesampingkan maslahat berarti  
mengesampingkan maqāṣid as-syari’. Sedangkan 
mengesampingkanmaqāṣid as-syari’ adalah batal. Oleh karena itu adalah 
wajib menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber 
hukum pokok (as}l) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidakkeluar 
dari us}ūl (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi singkronisasi antara 
mas}laḥah dan maqāṣid as-syari’, maka orang-orang mukallaf akan 
mengalami kesulitan dan kesempitan. 
c. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas 
mengandung mas}laḥah asy-syar’iyah,  Allah SWT berfirman:  
  َجرَح ْن ِى ىنيِّدلا ىفِ ْمُكْيَلَع َلَعَج اََِو 
                                                                   
17 Alasannya orang yang dibunuh adalah ma’su>m (terpelihara) darahnya, sementara ia telah 
dibunuh dengan sengaja. Seandainya kita berpendapat bahwa kelompok orang (jama’ah) tidak 
dikenakan hukuman mati dengan membunuh satu orang, maka dalam kasus  seamacam itu 
menumpahkan darah  seseorang oleh orang banyak sama artinya dengan menghindarkan dari hukuman 
qiṣaṣ. Sebab untuk melakukan pembunuhan terhadap satu orang, cukup bisa dilakukan oleh dua orang. 
Maka setiap orang yang ingin selamat dari sanksi hukuman qiṣaṣa, ia bisa melakukan pembunuhan 
bersama orang lain (cukup berdua), dan keduanya terbebas dari hukuman saksi tersebut, sementara 
lawannya mati terbunuh. Oleh karena itu, kemaslahatan mendorong untuk di terapkannya hukuman mati 
terhadap seluruh anggota kelompok (jama’ah) hanya karena membunuh satu orang di daerah San’a, 
kemudian umar membunuh mereka semua, dan berkata: “seandainya seluruh penduduk San’a bersama-
sama membunuhnya, niscaya aku bunuh semuanya.” Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: 
Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  457. 
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Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan (al-hajj:78)18 
 
Firman Allah lagi: 
 َرْسُعْلا ُمُكىب ُديىُري َلاَو َرْسُيْلا ُمُكىب ُهَّللا ُديىُري 
Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu. (Al-Baqarah:185)19 
 
Nasrun Haroen menjelaskan bahwa alasan Jumhur dalam menetapkan 
mas}lah}ah dapat dijadikan hujjah antara lain adalah:20 
1. Hasil indikasi terhadap ayat atau hadist me nunjukkan bahwa setiap 
hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia dalam hubungan 
ini Allah berfirman: 
 َيَىمَلاَعْلىل ًةَْحَْر َّلاىإ َكاَنْلَسْرَأ ا ََِو 
Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam. (Al-Anbiya:107)21 
 
2. Kemaslahatan manusia akan selalu dipengaruhi perkembangan tempat, 
zaman, dan lingkungan mereka sendiri. 
                                                                   
18  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Semarang: 
Kemusdasmoro Grafindo, 1994), hlm. 523. 
 
19Ibid, hlm. 46. 
20 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm.122-123. 
 
21  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Semarang: 
Kemusdasmoro Grafindo, 1994), hlm. 508. 
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3. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa 
perbuatan sahabat seperti Umar bin Khattab tidak memberi bagian zakat 
kepada muallaf karena menurut Umar, kemaslahatan orang bayak 
menuntut hal itu. 
Muhammad Abu Zahra juga menyebutkan alasan-alasan dari golongan 
yang tidak memakai dalil mas}lah}ah, dapat teringkas dalam empat hal 
sebagai berikut:22 
1. Mas}lah}ah yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah 
pada salah   satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang 
cenderung mencari keenakan.23 
2. Mas}lah}ah andaikan dapat diterima (mu’tabarah), ia termasuk 
kedalam kategori qiyas dalam arti luas (umum), andaikan tidak 
mu’tabarah, maka ia tidak tergolong qiyas.24 
                                                                   
22 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  455-460. 
23 Padahal tidak demikian halnya prinsip-prinsip syari’ah Islam. Dalam menjelaskan alasan 
tersebut dalam kaitannya dengan istihsan dalam Maslahat mursalah, imam al-Ghazali berkata: 
“Sesungguhnya kita tahu dan yakin bahkan pada hawa nafsu dan syahwat tanpa memandang indikasi 
dari beberapa dalil. Istihsan tanpa memperhitungkan dalil-dalil syara’ adalah hukum yang didasarkan 
pada hawa nafsu semata. “Khusus mengenai Mas}lah}ah Mursalah ia berkata: “Mas}lah}ah Mursalah 
jika tidak ditopang oleh Syari’ (adanya dalil syara’) kedudukannya sama dengan Istihsan.” Muhammad 
Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  458. 
 
24Adalah tidak bisa dibenarkan suatu anggapan yang mengatakan bahwa pada suatu masalah 
terhadap Mas}lah}ah mu’tabarah sementara maslahat itu tidak termasuk ke dalam nash dan qiyas. Sebab 
pandangan semacam itu akan membawa ke suatu kesimpulan tentang terbatasnya nash-nash al-Qur’an 
atau hadist Nabi dalam menjelaskan syari’at dengan kenyataan tabliq yang telah diperankan oleh Nabi 
SAW serta bertentangan dengan sabdanya: Artinya: “Aku tinggalan kamu pada jalan yang terang. 
Malamnya bagaikan siang.” Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 
hlm.  459. 
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3. Mengambil dalil maslahat tanpa berpegang pada nash terkadang 
akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari hukum syari’at dan 
tindakan kedzaliman terhadap rakyat dengan dalil maslahat, 
sebagaimana yang dilakukan raja-raja yang lalim.25 
4. Seandainya kita memakai maslahat sebagai sumber hukum pokok 
yang berdiri sendiri, niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya 
perbedaan hakum akibat perbedaan negara, bahkan perbedaan 
hukum akibat perbedaan negara, bahkan perbedaan pendapat 
perorangan dalam satu perkara.26 
Asy-syatibi mengemukakan bahwa validitas metode maslahah mursalah 
dalam penetapan hukum Islam, secara teoritis, tidak disepakati oleh para ahli 
hukum Islam. Ia telah mengklasifikasi empat pendapat mengenai kehujjahannya:27 
                                                                   
25 Dalam hubungan ini Ibnu Taimiyah berkata: “Hal tersebut dapat ditinjau dari segi 
kemaslahatan yang akan menimbulkan kegocangan besar dalam urusan agama. Sejumlah besar dan 
masyarakat melihat adanya maslahat dalam menjalankan nya, berdasarkan prinsip tersebut (mengambil 
maslahat tanpa berpegang pada nash). Diantara maslahat-maslahat itu kadangkala sebenarnya 
merupakan larangan syara’ yang  tidak diteriama atau diketahui, kadangkala mereka mengajukan dalam 
maṣlaḥah mursalah ungkapan (kalam) yang berlawanan dengan nash. Malahan antara maṣlaḥah 
mursalah  yang mereka ambil, banyak yang mengesampingkan maslahat-maslahat yang wajib diterima 
menurut syara’, atas dasar anggapan bahwa syara’  tidak menerangkan hal itu sebagai berbagai hal 
kewajiaban dan perbuatan mustasab (sunnah) ditinggalkan, atau bahkan jatuh kedalam perbuatan 
terlarang atau yang makruh. Kadangkala juga syara’ menerangkan hal itu ,tetapi tidak di ketahuinya. 
Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  459-460.  
 
26 Di suatu negara, perkara tersebut tergolong haram karena dipandang mengandung 
kemadharatan, simentara di negara lain tergolong halal karena di pandang mengandung manfaat. Atau, 
haram karena mengandung madharat menurut sebagai orang, dan halal menurut orang yang lain. Padahal 
tidak demikian seharusnya syari’at yang berlaku universal, sepanjang zaman. Muhammad Abu Zahra, 
Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  460.  
 
27 Duski ibrahi, metode penetapan hukum Islam…, hlm 145. 
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1. Pendapat yang tidak mengakui maslahah sebagai hujjah hukum, selama tidak 
didasarkan kepada dalil, seperti al-qadhi dan ulama-ulama yang sependapat 
dengannya.  
2. Pendapat yang mengakui validitasnya sebagai hukum secara mutlak, seperti 
imam malik. 
3. Pendapat yang menerimanya, dengan syarat pengertiannya dekat dengan dalil 
al-quran dan sunnah, seperti imam syafi’I dan ulama hanafiah. 
4. Pendapat yang mencoba perincian bahwa manakala diterapkan pada masalah 
hajiyah dan tahsiniyah, maka maslahah tidak dapat dipegangi.  
 
D. Syarat-Syarat Menjadikan Dalil Mas}lah}ah Mursalah 
Kehujjahan mas}lah}ah mursalah tidak diterima oleh semua ulama. 
beberapa ulama yang mendukung mas}lah}ah mursalah sebagai hujjah 
diantaranya Imam Malik, Jumhur Ulama, Najmudin at}-T}ufiy 28 . Adapun 
                                                                   
28 Najmuddin Ath-Thufiy (lahir 675-716 H/1276-1316).  Ath-Thufiy mendasrkan mas}lah}ah 
kepada hadist Nabi yang berbunyi:  
 ِمَلاْسِلإا ِىفَراَرَِضلاَوَرََضلا 
“Tidak boleh memadharatkan dan (pula) memadharatkan (orang lain).” (HR. Al-Hakim, al-
Baihaqi, al-Daruquthni, Ibnu Majah dan Ahmad ibn Hanbal). Menurut Ath-Thufiy mas}lah}ah hujah 
terkuat yang  secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum.Ia tidak membagi  mas}lah}ah 
sebagai mana yang dilakukan jumhur Ulama. ada empat prinsip yang dianut al-Thufi tentang mas}lah}ah 
yang menyebabkan pandangan berbeda dengan Jumhur ulama, yaitu: (1) Akal bebas menentukan 
kemaslahatan dan kemafsadahan (kemudaratan), khususnya dalam bidang mu’amalat. (2) Mas}lah}ah 
merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. (3) Mas}lah}ah hanya berlaku dalam masalah 
mu’amalah dan adat kebiasaan. (4) Mas}lah}ah merupakan dalil syara’ paling kuat. Diantaranya contoh-
contoh masa sekarang yang didasar atas  mas}lah}ah mursalah adalah surat kawin alat bukti dan aturan 
lalu lintas atas dasar mas}lah}ah. Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 
125-126. 
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ulama yang menolak kehujahan adalah ulama D}ahiriyah dan Syiah. Golongan 
madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i tidak menggap mas}lah}ah mursalah 
sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan memasukkannya dalam bab 
qiyas. Jika di dalam suatu mas}lah}ah tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan 
acuan qiyas, maka mas}lah}ah maslahah tersebut dinggap batal, tidak 
diterima.29 
1. Imam madzhab yang menggunakan dalil maslahah mursalah adalah 
Imam Malik. Untuk menerapkan dalil maslahah mursalah beliau 
mengajukan  tiga syarat yaitu: 
a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai dalil 
yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari’at (maqasid as-
syari’ah). Dengan adanya persyaratan tersebut, berarti tidak boleh 
menegaskan sumber dalil  yang lain atau bertentang dalil yang 
qot’iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang 
memang ingin di wujudkan oleh syar’i. Contohnya seperti jenis 
maslahatnya tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya 
dalil yang khas. 
                                                                   
29 Penolakan kehujahan itu sebab menurut mereka apabila mas}lah}ah dapat diterima sebagai 
dalil syara’, maka akan mengakibatkan hilangnnya kesucian hukum-hukum syara’ sebab unsur subjektif 
yang akan timbul dalam menetapkan suatu kemaslahatan. Selain itu mereka juga  beranggapan 
kemaslahatan itu sendiri terletan antara dua kemungkinan, yaitu kemungkinan di dukung oleh syara’ dan 
kemungkinana di tolak oleh syara’. Sesuatu yang keberadaannya masih dalam “kemungkinan” tidak bisa 
dijadikan dalil dalam menetapkan hukum. Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka 
Nasional,1996), hlm.128.  
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b. Maslahat itu harus masuk akal, yaitu mempunyai sifat-sifat yang 
rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok yang 
rasiaonal maka akan diterima. 
c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan 
kesulitan yang mesti terjadi. Di dalam pengertian, seandainya 
maslahat yang dapat diterima diakal itu tidak diambil, niscaya 
manusia akan mengalami kesulitan.30 Allah berfirman:  
اََِوَلَعَجْمُكْيَلَعي
ىفىني ِّدلاْن ِى...  َجرَح... 
“ dan dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan.” (QS.al-Hajj: 78)31 
 
2.  Para Ulama yang menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah tidak 
membiarkannya begitu saja berada dalam kemutlakannya, tanpa 
dibatasi oleh batasan dan syarat apapun, akan tetapi mereka sangat 
berhati-hati dan memberikan syrat-syarat yang membatasinya agar ia 
tidak dijadikan sebagai perantara untuk menentukan hukum dengan 
berdasarkan hawa nafsu, juga kezhaliman dan kesia-siaan. Karena 
menentukan suatu kemaslahatan merupakan hal yang bersifat estimatif 
yang dimana tidak dilakukan dengan hati-hati, maka bisa 
mengakibatkan adanya jalan yang menuju pada kekeliruan adapun 
syarat-syarat tersebut adalah:  
                                                                   
30 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 454. 
31 Departeman Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya  Jilid VI (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 
459. 
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Berdasakan dengan dibuktikan dengan penelitian dan analisa 
yang mendalam bahwa kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan 
yang sebenarnya yang bukan bersifat ilusif belaka. Maksudnya yaitu 
penegakan hukum yang berdasarkan kemaslahatan harus berupa 
menarik manfaat atau menolak bahaya, sebab dengan hal itu, maslahat 
tersebut sesuai dengan maslahat yang menjadi tujuan syariat. 
Sedangkan penentuan maslahat hanya sekedar pemikiran semata, tanpa 
melakukan penelitian penelitian yang detail dan analisa yang mendalam 
sserta tanpa melewati perbandingan yang proposional antara segi 
manfaat dan kerusakan, maka itu adalah termasuk  kemaslahatan yang 
bersifat ilusif, tidak boleh dijadikan landasan dalam menentukan 
hukum. Dengan demikian, orang yang mengira ada maslahat dalam hal 
hilangnya hak talak bagi suami dan hak talak tersebut hanya pada 
hakim, atau memberikan hak talak kepada istri dan menjadikannya 
sama dengan suami dalam hal itu, maka ia tidak boleh menentukan 
suatu hukum hanya berdasarkan pemikiran semata, akan tetapi ia juga 
hurus melakukan penelitian yang detail, analisa yang mendalam dan 
juga harus memberikan perbandingan antara manfaat dan mafsadahnya. 
Begitu juga untuk setiap maslahat yang mengarah kepada pendapat 
yang menentukan hukum itu demi merealisasikan maslahat tersebut.32 
                                                                   
32Syah Abdul Wahhab Khallaf,  Ijtihad Dalam Syariah Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 
2015), hlm. 355. 
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Maslahat  yang sesungguhnya itu harus bersifat umum, bukan 
maslahat pribadi. Maksudnya adalah hukum yang dibangun 
berdasarkan  maslah tersebut harus mampu menarik manfaat bagi 
kebanyakan manusia atau menolak bahaya dari sebagian besar mereka. 
Sedangkan maslahat yang hanya mengandung manfaat bagi seorang 
raja, pimpinan, atau hanya seorang saja, tanpa mencakup sebagian besar 
orang, maka hal tersebut tidak boleh dijadiakan sebagia landasan dalam 
penentuan hukum. Karena, jaka maslahat tersebut bersifat umum, maka 
sesuai dengan tujuan syariat, meskipun membahayakan bagi satu atau 
beberapa orang.33 
Maslahat sesungguhnya dan bersifat umum tersebut tidak boleh 
bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan Sunnah) dan ijma’. Karena 
dari itu, tidak boleh memperhatikan maslahat dalam masalah 
penyamaan anak perempuan dengananak laki-laki dalam bagian waris, 
mengubah bagian masing-masing orang yang mendapatkan bagian 
waris yang telah ditentuankan syariat,dan mengubah hukum apapun 
yang ditentukan berdasarkan nash (Al-Qur’an dan Sunnah) atau ijma’ 
karena hukum yang di tentukan nash (A-Qur’an dan Sunnah) atau ijma’ 
tujuannya tidak lain adalah maslahat. Dan merukan maslahat yang 
sesungguhnya dan bersifat umum menurut pemikiran syariat atau 
                                                                   
33Ibid, hlm 356. 
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kesepakatan mujtahid. Dengan demikian, maslahat yang bertentangan 
dengan hukum syar’i biasanya merupakan maslahat yang bersifat ilusif, 
dan tidak boleh mengubah maslahat-maslahat yang bersifat realistis 
dengan maslahat yang bersifat ilusif.34 
 
E. Macam-macam Mas}lah}ah 
Menurut Najm ad Din at Thufi sebagaimana di kutip Nasrun Haroen, 
ahli ushul fikih Hambali tidak membagi mas}lah}ahkedalam beberapa macam. 
Menurut mas}lah}ahmerupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati 
posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara’, baik mas}lah}ah itu 
mendapat dukungan dari syara’ maupun tidak. Tetapi kekutan mas}lah}ah 
dapat dilihat dari segi tujuan syara’  dalam menetapkan hukum berkaitan 
langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan 
manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
Beberapa pembagian mas}lah}ah antara lain, yaitu: pertama, Jalaluddin 
Abdurrahman dan muhammad Kamaluddin Umar sebagimana di kutib 
Khutbuddin Aibak dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam mentapkan Hukum,  
mas}lah}ah ada tiga macam, yaitu mas}lah}ah daru>riyah 35 , 
                                                                   
34Syah Abdul Wahhab Khallaf,  Ijtihad Dalam Syariah Islam,... , hlm. 357. 
35mas}lah}ah daru>riyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok 
umat manusia, kemaslahatan yang keberadaan sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya 
kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa bila salah satu saja prinsip yang lima itu tidak ada. 
Kemaslahatan ini ada lima jenis yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, 
(4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al mas}a>lih 
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mas}lah}ahhajiyat 36 , mas}lah}ah tahsiniyah 37 . Contoh yang dapat di 
kemukakan tentang penjagaan ketiga tingkatan mas}lah}ah tersebut adalah 
misalnya tentang emelihara agama. Aspek daru>riyah-nya antara lain adalah 
dengan mendirikan sholat. Diikuti kemudian dengan aspek hajiyat yang berupa 
dengan menghadap kiblat. Selanjutnya di lengkapi dengan aspek tahsiniyah 
yang berupa menutup aurat dengan pakaian atau kain.38 Kedua, Said Agil al 
Munawar menjelaskan berdasrkan Jumhur Ulama, mas}lah}ah dibagi menjadi 
tiga bagian, yaitu:  al mas}lah}ah ammah (yang berkaitan dengan semua 
                                                                   
al khamsah. Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 115; Kutbuddin Aibak, 
Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 192. 
36 mas}lah}ah hajiyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan 
kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan 
memelihara kebutuhan dasar hidup manusia, bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi 
pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (d}aruri), tetapi tidak secara langsung menuju ke arah sana 
seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, perbuatan dan 
tindakan tersebutuntuk diperlukan untuk memperoleh kelonggaran hidup dan menghilangkan 
kesempitan-kesempitannya. Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 116; 
Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 193. 
 
37mas}lah}ah tahsiniyah adalah mas}lah}ah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak 
sampai tingkat d}aruri, juga tidak sampai tingkat haji: namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam 
rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia, kemaslahatan yang sifatnya 
pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Nasrun Haroen, Ushul 
Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 116; Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, 
(Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 194. 
 
38 Sulhani Hermawan, “Konsep dan Klasifikasi Umum Maqa>s}idAsy-Syari<’ah Asy-
Sya>t}ibi<”, Jurnal al-ahkam,(surakarta) vol. 7 Nomor 2, 2009, hlm. 57.  
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orang)39, al mas}lah}ah yang berkaitan dengan mayoritas orang40, dan  al 
mas}lah}ah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu (khusus)41. 
Ketiga Muhammad Khamaluddin Imam sebagaimana dikutip 
Kutbuddin Aibak dari Keserasian dan kesejalanan anggap baik oleh itu dengan 
syara’ dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan 
menetapkan hukum, mas}lah}ah itu juga disebut juga dengan munasib atau 
keserasian mas}lah}ah itu dari pembuat hukum. Dalam hal ini mas}lah}ah di 
bagi menjadi tiga macam yaitu: mas}lah}ah al-mu’tabarah42, mas}lah}ah al-
mulgah (mas}lah}ah yang ditolak)43, mas}lah}ah al-mursalah44. 
                                                                   
39  Kemaslahtan umum yang menyangkut kepentingan orang bayak tetapi bukan berarti 
kepentingan semua orang, tetapi bisa berarti berbentuk kepentingan mayoritas umat. Sebagai contoh 
almas}lah}ah yang berkaitan dengan semua orang adalah menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat 
bid’ah, karena sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemadharatan bagi semua orang. 
Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 195; Nasrun 
Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 116. 
 
40  Seperti orang yang menerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai 
barang jadiatau setengah jadi, apabila barang barang tersebut dirusakkannya maka ia wajib menggatinya. 
Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 194. 
 
41 Kemaslahatan jenis seperti ini jarang sekali. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri 
agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya dinyatakan hilang. Kutbuddin Aibak, 
Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 195.  
 
42  Kemaslahatn yang didukung oleh syara’,kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syaari, 
maksudnya ada petunjuk atau dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut, 
baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Kutbuddin 
Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 195; Nasrun Haroen, Ushul 
Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 117. 
 
43  Kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena bertentangan dengan ketentuan syara’, 
mas}lah}ah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak memperhatikan oleh syara’ dan ada petunjuk 
syara’ yang menolaknya. Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 
2008), hlm. 197; Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 119. 
 
 44  Kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung oleh syara’ dan tidak pula 
dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil yang rinci, kemaslahtan ini biasanya di sebut dengan istislah yaitu 
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F. Pengertian sistem pembayaran 
Salah satu peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah menjaga 
stabilitas sistem pembayaran. 45Sistem pembayaran Dalam UU No. 23 tahun 
1999 tentang bank indonesia disebutkan bahwa salah satu tugas bank indonesia  
sebagai bank sentral adalah menyelenggarakan, mengatur, dan menjaga 
kelancaran sistem pembayaran. 46  Sistem pembayaran adalah sistem yang 
berkaitan dengan kegiatan pemindahan dana dari satu pihak kepada pihak lain 
yang melibatkan berbagai komponen sistem pembayaran, antara lain alat 
pembayaran, kliring, dan setelmen.Dalam prakteknya, kegiatan sistem 
pembayaran melibatkan berbagai lembaga yang berperan sebagai 
penyelenggara jasa sistem pembayaran maupun penyelenggara pendukung jasa 
sistem pembayaran seperti bank, lembaga keuangan selain bank, dan bahkan 
perorangan.47 
                                                                   
apa yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun 
tidak ada petunjuk syara’ yang memperhitungkannya dan tidak pulapetunjuk syara’ yang menolaknya. 
Kemaslhatan dalam hal ini terbagi dua, yaitu: (1)  mas}lah}ahahal garibah yaitu kemaslahatan yang 
asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara’, baik secara rinci maupun 
secara umum. Para ulama ushul fikih tidak menyebutkan contoh pastinya. (2)  mas}lah}ah mursalah 
yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara’ atau naṣyang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan 
nash (ayat atau hadist). Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 119. 
 
45 Sistem pembayaran suatu sistem yang mencakup seperangkat atursn, lembaga, dan 
mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban 
yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, keterangan ini dipaparkan dalam Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.  
 
46 Undang-undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 
47 Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang , Bank Indonesia : Jakarta, 2008.,hlm.2. 
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Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang48 
yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran 
elektronis yang bersifat nontunai. Perkembangan  sistem pembayaran didorong 
oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan risiko, 
kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi.49 
Dalam kurun waktu yang panjang sejak dimulainya barter dalam sistem 
pertukaran, telah kita temui tiga inovasi besar dalam alat pembayaran yaitu 
Full-bodied money; Fiat paper money dan token coins; dan checking accounts 
(rekening giro).50 
Seluruh Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia Sistem 
Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan dana dari 
satu pihak ke pihak lain yang melibatkan berbagai komponen seperti instrumen 
pembayaran (tunai dan non tunai), bank, lembaga kliring dan setelmen, 
infrastruktur dan sistem hukum. Tugas Bank Indonesia di bidang sistem 
pembayaran mencakup sistem pembayaran tunai dan non-tunai sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 
                                                                   
48 Penjelasan lebih rinci dapat dibaca dalam Solikin dan Suseno (2002), Uang: Pengertian, 
Penciptaan, dan Perannya dalam Perekonomian, buku Seri Kebanksentralan No.1, Pusat Pendidikan 
dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, Jakarta.  
 
49 Vera Intanie Dewi, Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesi, Jurnal , (Jakarta)  vol. 
10 nomor  2, 2006, hlm 62.  
 
50Ibid., 
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tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang-
Undang No.3 tahun 2004.51 
 
G. Prinsip-Prinsip Sistem Pembayaran  
Sistem pembayaran yang aman dan efisien sangat penting untuk 
berfungsinya sistem keuangan yang efektif. Untuk itu, The Committee on 
Payment and Settlement Systems (CPSS) dari bank sentral kelompoknegara 
G10 (kelompok sepuluh negara maju) mengembangkan prinsip-prinsipdasar 
penting sistem pembayaran (CPSS-BIS, 2000) yang meliputi10 kriteria di 
bawah ini:52 
a. Sistem ini harus memiliki landasan hukum yang kuat; 
b. Sistem ini harus mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan 
peserta memahami risiko keuangan yang mungkin akan dihadapi; 
c. Sistem ini harus memiliki prosedur yang jelas untuk manajemen risiko 
kredit dan risiko likuiditas; 
d. Sistem ini harus menjamin agar setelmen dapat dilakukan pada hari 
yang sama, minimal pada akhir hari; 
e. Untuk sistem yang memiliki multilateral netting, minimal sistem ini 
harus mampu memastikan penyelesaian setelmen harian yang cepat 
                                                                   
51 Undang-undang no 03 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 
 
52 Sri mulyati tri subari Ascarya, Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, (Jakarta: Bank 
Indonesia) 2003 hlm. 06. 
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pada saat peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya untuk satu 
setelmen terbesar; 
f. Aset yang digunakan untuk setelmen sebaiknya berada di bank sentral 
(claim on the central bank). Dalam hal aset yang berada di luar bank 
sentral yang digunakan, maka aset tersebut harus tidak memiliki (atau 
kecil) risiko kredit dan risiko likuiditas; 
g. Sistem ini harus menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan 
operasional yang tinggi, dan harus memiliki penanganan darurat untuk 
penyelesaian pemrosesan harian yang cepat;  
h. Sistem ini harus menyediakan alat untuk melakukan pembayaran yang 
praktis untuk pemakainya dan efisien untuk perekonomian;  
i. Sistem ini harus memiliki tujuan dan kriteria yang transparan untuk 
peserta, yang memungkinkan akses yang adil dan transparan; dan  
j. Pengaturan (governance arrangements) dari sistem ini harus efektif, 
akuntabel, dan transparan. 
Prinsip-prinsip dasar sistem pembayaran tersebut di atas dimaksudkan 
sebagai pedoman umum untuk mendorong perancangan dan pelaksanaan sistem 
pembayaran global yang lebih aman dan efisien. Hal ini terutama untuk kasus 
negara-negara sedang berkembang yang sedang membangun sistem 
46 
 
pembayarannya agar menjadi lebih baik dalam menghadapi perkembangan pasar 
keuangan nasional maupun internasional.53 
 
H. Instrumen Pembayaran 
Instrumen pembayaran dapat berupa cash ‘tunai’ atau noncash ‘nontunai’ 
yang paper-based ‘berbasis warkat’ dan nonpaper-based ‘berbasis bukan warkat’.  
Penggunaan instrumen pembayaran tunai maupun nontunai dewasa ini telah 
berkembang dengan cepat, terutama penggunaan instrumen pembayaran 
nontunai.54 
a. Instrumen Pembayaran Tunai  
Instrumen pembayaran tunai adalah mata uang yang berlaku di 
Indonesia, yaitu Rupiah, yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. 
Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 23 Tahun 
1999, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mencetak dan 
mengedarkan uang kartal dan uang logam. Dalam kebijakan di bidang 
pengedaran uang, Bank Indonesia berupaya untuk menyediakan uang yang 
layak edar dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi nominal 
maupun pecahannya. Uang kertas Rupiah dalam peredaran terdiri dari 
denominasi 100 , 500, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000, 
                                                                   
53 Sri mulyati tri subari Ascarya, Kebijakan, ….,hlm 06. 
 
54 Vera intanie dewi, Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesi, Jurnal ….,hlm 62. 
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sedangkan uang logam Rupiah dalam peredaran terdiri dari denominasi 1, 
5, 10, 25, 50 , 100, 500, dan 1.000.55 
b. Instrumen Pembayaran Nontunai 
Di Indonesia, instrumen pembayaran nontunai disediakan terutama 
oleh sistem perbankan. Instrumen yang disediakan terdiri dari instrumen 
yang berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro, nota debet, dan nota kredit, 
serta instrumen yang berbasis bukan warkat, seperti kartu ATM, kartu 
debet, dan kartu kredit. Penggunaan alat pembayaran nontunai yang 
berbasis bukan warkat di masyarakat semakin meningkat. Hal itu 
disebabkan antara lain oleh semakin banyaknya inovasi dalam 
menciptakan instrumen yang dilakukan oleh perbankan untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen.56 
 
1) Instrumen berbasis warkat 
Instrumen berbasis warkat telah diatur dalam hukum dan dikenal dalam 
praktek perbankan di Indonesia. Instrumen berbasis warkat yang saat ini 
digunakan antara lain:57 
Cek; surat  perintah  tidak   bersyarat untuk membayar sejumlah uang 
tertentu. 
                                                                   
55 Sri mulyati tri subari Ascarya, Kebijakan,…. hlm 35. 
 
56Ibid.,hlm 38. 
57Ibid. 
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Gambar 1 : Cek 
 
Sumber: Bank Indonesia, 2003 
a) Bilyet Giro; surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana 
untuk memindahbukukan (tidak berlaku untuk penarikan tunai) sejumlah 
dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang 
disebutkan namanya. 
  
BANK ABC 
CABANG RATU PLAZA 
KEBAYORAN BARU  
CEK No. 000001  
.......................................................  
Atas penyerahan  cek ini bayarlah kepada ...................................................................................... ... atau pembawa 
uang sejumlah rupiah (dalam huruf)............................................................................................. ..............................  
............................................................................................................................... ...... Rp.  
{ 
PT. SAFARI  
Jl. Fatahilah No. 3  
Jakarta Pusat  
T anda tangan dan cap jangan melewati garis ini T anda tangan (dan cap perusahaan)  
Pr
int
id 
by 
PT 
Sa
rm
a 
Pe
rk
as
a  
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Gambar 2 : Bilyet Giro 
 
Sumber: Bank Indonesia, 2003 
b) Nota Debet; warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain 
untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat 
tersebut. 
Gambar 3 : Nota Debet 
 
Sumber: Bank Indonesia, 2003 
c) Nota Kredit; warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank 
lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. 
 
 
Gambar 4: Nota Kredit 
BANK ABC 
CABANG RATU PLAZA 
KEBAYORAN BARU  
Bilyet Giro  No. 000001  
.......................................................  
Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal..................................................................................... .........................  
memindahkan     dana     atas      beban     rekening     kami     sejumlah     Rp.  
kepada rekening ............................................ pada bank ........................................................ ......................................  
dengan permintaan supaya bank ini mengkreditkan rekening nasabah tersebut diatas sejumlah rupiah (dalam harus 
............................................................................................................................... ........................................................  
{ 
PT. DEWI  
Jl. Fatahilah No. 3  
Jakarta Pusat  
T anda tangan dan cap jangan melewati garis ini T anda tangan, nama jelas (dan cap perusahaan)  
Pr
int
id 
by 
PT 
Sa
rm
a 
Pe
rk
as
a  
BANK ABC 
CABANG RATU PLAZA 
KEBAYORAN BARU  
NOTA DEBET No. 000001  
.......................................................  
Kepada : .................................................................................................................... .. ...........................................  
kami debet rekening Saudara valuta ................................................................ sejumlah Rp.  
berhubung dengan : ................................................................................................... 
............................................................................................................................... ..... 
terbilang : ..................................................................................................................  
............................................................................................................................... .....  
T anda tangan yang berwenang  
Pr
int
id 
by 
P
T 
Sa
rm
a 
Pe
rk
as
a  
BANK ABC  
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Sumber: Bank Indonesia, 2003 
d) Wesel Bank Untuk Transfer; wesel yang diterbitkan oleh bank khusus 
untuk sarana transfer. 
Gambar 5 : Wesel Bank untuk Transfer 
 
Sumber: Bank Indonesia, 2003 
e) Surat Bukti Penerimaan Transfer; surat bukti penerimaan transfer dari luar 
kota yang dapat ditagihkan kepada bank penerima dana transfer melalui 
kliring lokal.58 
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2) Pemindahan dana 
Layanan  pemindahan  dana bagi nasabah bank dapat dilakukan oleh 
bank melalui: 1) transfer elektronik antar bank; 2) sistem kliring berbasis 
warkat untuk transaksi lokal; 3) jaringan bank koresponden, bagi 
pemindahan dana lintas wilayah; dan 4) sistem RTGS baik untuk 
pemindahbukuan dana lokal maupun lintas wilayah.59 
Dewasa ini pemindahan dana antarbank yang berjumlah besar, yaitu 
melebihi Rp100 juta, dan/atau yang bersifat mendesak diselesaikan 
melalui BI-RTGS. 
3) Pendebetan Secara Langsung 
Pemakaian fasilitas pendebetan secara langsung masih dibatasi untuk 
transaksi di dalam satu bank. Mengingat belum ada sistem giro antarbank, 
perusahaan telekomunikasi dan perusahaan listrik harus memiliki 
perjanjian dengan bank umum dalam menangani penerimaan pembayaran 
tagihan dari nasabahnya untuk pembayaran jasa telekomunikasi dan 
listrik.60  
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4) Instrumen berbasis kartu 
Masyarakat Indonesia telah mengenal berbagai jenis kartu pembayaran, 
antara lain yang bersifat kredit, seperti kartu kredit, private-label cards 
(misalnya, kartu pasar swalayan) dan yang bersifat debet, seperti debit 
card dan ATM. Di samping itu, dalam perkembangannya terdapat jenis 
kartu yang dananya telah tersimpan dalam chip elektronik pada kartu 
tersebut (dikenal sebagai smart card atau chip card) , seperti kartu telepon 
prabayar.61 
a) Kartu Kredit62 
Kartu kredit merupakan  kartu  yang  dikeluarkan  oleh  bank  atau 
lembaga  pembiayaan  lainnya  yang  diberikan  kepada  nasabah  untuk 
dapat  dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. 
Kartu  kredit dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-
tempat tertentu, seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, dan restoran 
yang telah mengikat perjanjian dengan bank/lembaga pembiayaan. Di 
samping itu, kartu kredit dapat dipergunakan untuk pengambilan uang 
tunai di berbagai tempat, misalnya,  gerai bank atau ATM yang tersebar di 
berbagai tempat. 
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Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit 
melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan, yang masing-
masing terikat dalam suatu perjanjian. Dalam mekanisme penggunaan 
kartu kredit terdapat sedikitnya tiga pihak yang terlibat langsung untuk 
setiap transaksi penggunaan dan pembayaran kartu kredit. Pihak-pihak 
dimaksud adalah bank/lembaga pembiayaan, merchant ‘pedagang’, dan 
card holder ‘pemegang kartu’. 
Mekanisme penggunaan kartu kredit dimulai dari penerbitan kartu 
kredit, transaksi pembayaran atau penarikan uang tunai,  sampai dengan 
transaksi pembayaran oleh bank dengan melibatkan pihak-pihak yang 
berkepentingan. Mekanisme ini dimulai dari permohonan penerbitan 
kartu, transaksi pembelanjaan, transaksi pengambilan uang tunai, 
pembayaran dari nasabah ke bank, sampai dengan penagihan yang 
dilakukan oleh lembaga penerbit dan pembayaran kartu kredit. Contoh 
kartu kredit yang dikenal oleh masyarakat antara lain VISA, MasterCard, 
American Express (AMEX), dan Diners. 
b) Kartu ATM63 
Salah satu instrumen pembayaran berbasis kartu yang penting 
dalam sistem pembayaran adalah kartu ATM yang transaksinya dilakukan 
melalui mesin ATM. Mesin ATM ini merupakan mesin yang dapat 
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melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) selama 
tujuh hari dalam seminggu termasuk hari libur. Lokasi ATM biasanya 
tersebar di tempat-tempai strategis. Pelayanan yang diberikan ATM antara 
lain: 1) penarikan uang tunai yang dapat dilakukan nasabah di berbagai 
ATM yang memiliki hubungan dengan bank penerbit kartu ATM; 2) untuk 
melihat, mengecek, meminta / mencetak  saldo rekening pemegang / 
nasabah; dan 3) pelayanan  pembayaran  lainnya,  seperti pembayaran  
listrik,  telpon,  kartu kredit, transfer uang, dan lain-lain. 
Layanan ATM mulai diperkenalkan pada awal tahun 1990-an. Sampai saat 
ini ada lima jaringan ATM bersama dalam negeri (ALTO, ATM 
BERSAMA, CAKRA, FLASH dan BCA) dan dua jaringan ATM bersama 
internasional (CIRRUS dan PLUS). Jaringan ATM bersama tersebut belum 
saling terhubung sehingga beberapa bank terpaksa menjadi anggota lebih 
dari satu jaringan. 
c) Kartu Debet64 
Kartu debet merupakan instrumen pembayaran berbasis kartu yang 
pembayarannya dilakukan dengan pendebetan langsung ke rekening 
nasabah di bank penerbit kartu tersebut. 
Fasilitas pembayaran dengan pendebetan secara langsung di 
tempat penjualan (EFTPOS)  semakin digemari, terutama di kota-kota 
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besar, seperti Jakarta. Beberapa bank menawarkan kartu debet dalam 
rangka program Maestro dan Visa Electron. Sedangkan bank-bank lain 
menawarkan kartu atas nama bank sendiri, sehingga berkembang 
berbagaijenis terminal yang beragam di tempat pedagang. Visi “satu 
terminal untuk setiap gerai” menghadapi kendala besar dikarenakan 
kurang adanya kesepakatan usaha antarberbagai pihak, serta adanya 
kekurangan pada penyediaan infrastruktur bersama untuk melakukan 
switching ‘pengalihan’ transaksi. Pada beberapa bank penerbit kartu debet 
terdapat kombinasi fungsi kartu debet dan kartu ATM dalam satu kartu 
sekaligus (kartu debet dan kartu ATM). 
5) Instrumen Melalui Kantor Pos65 
Instrumen sistem pembayaran yang cukup penting yang disediakan 
oleh lembaga keuangan bukan bank (PT Pos Indonesia) adalah giro dan 
pos wesel baik dalam negeri maupun luar negeri. Giro digunakan terutama 
oleh instansi pemerintah untuk menerima penyetoran berbagai jenis pajak, 
melaksanakan pembayaran gaji dan pensiunan pegawai negeri, membayar 
tagihan listrik dan telepon dan berbagai transaksi pembayaran lainnya. 
Sementara itu, wesel pos umumnya digunakan untuk mengirimkan uang 
kepada perorangan yang tidak memiliki rekening bank. Selain itu, 
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instrumen lain yang disediakan oleh PT Pos Indonesia  adalah Cek Pos dan 
Postal Traveler’s Cheques.66 
6) Instrumen Berbasis Internet/Telepon67 
Jasa electronic banking melalui internet dan/atau telepon telah 
disediakan oleh sejumlah bank besar sejak pertengahan 1999. 
Penggunaan instrumen berbasis internet untuk melakukan transaksi, 
selain memerlukan verifikasi pengaman, seperti PIN dan password, juga 
memerlukan komputer pribadi ( PC). Penggunaan komputer tersebut 
dapat dilakukan tanpa atau dengan proprietary software yang dipasang 
oleh bank pada PC nasabah. Penggunaan instrumen berbasis telepon 
untuk transaksi dapat dilakukan dengan menghubungi bank melalui dial-
in ‘telepon’ dengan melalui verifikasi tertentu, seperti identitas, rekening, 
transaksi terakhir atau password. Produk/jasa yang ditawarkan antara lain 
informasi saldo, pembukuan rekening, transfer, payment gateway ( untuk 
pembayaran telepon, listrik dan lain-lain), kliring, dan penutupan 
rekening.68 
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I. Sistem Setelmen Antarbank 
Ada dua sistem pembayaran antarbank di Indonesia, yaitu sistem 
antarbank untuk transaksi riteldan sistem antarbank untuk pembayaran bernilai 
besar. Sebagian besar pembayaran ritel dilaksanakan oleh bank umum dengan 
menggunakan berbagai instrumen, yaitu cek dan bilyet giro, warkat 
pemindahan dana (nota kredit) dan bank draft ‘wesel aksep’. Sementara itu, 
untuk pembayaran yang bernilai besar dan/atau mendesak diselesaikan melalui 
sistem BI-RTGS.69 
Cek dan pembayaran warkat nontunai lainnya diselesaikan melalui 
lembaga kliring yang diselenggarakan secara langsung oleh Bank Indonesia 
atau oleh bank umum yang memperoleh izin penyelenggaraan kliring dariBank 
Indonesia. Sejalan dengan sifat transaksi multilateral, transaksi kliring 
menggunakan metode penyelesaian secara net (deferred net multilateral 
settlement). Sementara transaksi ATM, EFTPOS dan kartu kredit serta sumber 
pembayaran lainnya diselesaikan secara bilateral, baik secara net maupun 
gross. 70  Dilihat dari waktu penyelesaian akhir traksaksi ( setelmen), pada 
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sistem kliring dilakukan pada akhir hari terjadinya transaksi (same day 
settlement ‘penyelesaian pada hari yang sama’). Sementara itu, pada sistem 
RTGS dilakukan pada setiap transaksi. 
1. BI – RTGS71 
Dengan semakin berkembangnya perekonomian, kebutuhan dari 
masyarakat akan adanya sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien, dan aman 
menjadi semakin meningkat. Sejalan dengan itu, kebijakan Bank Indonesia di 
bidang sistem pembayaran diarahkan pada  pengurangan dan pencegahan risiko 
pembayaran antarbank yang bersifat sistemik, terutama yang diakibatkan oleh 
adanya kegagalan dalam pembayaran yang bernilai besar. Salah satu realisasi 
dari kebijakan tersebut  adalah dikembangkannya suatu sistem setelmen 
berbasis gross dengan sistem on line ‘koneksi elektronik’ antara bank-bank 
dengan Bank Indonesia. Sistem ini dikenal dengan nama sistem Bank 
Indonesia-Real Time GrossSettlement (BI-RTGS) , yang diluncurkan pertama 
kali pada tanggal  17 November 2000. Sistem RTGS juga mampu menjadi 
sumber informasi yang sangat bermanfaat, baik dalam rangka pengawasan bank 
maupun pelaksanaan kebijakan moneter. 
Sistem BI-RTGS adalah proses setelmen pembayaran yang dilakukan 
per transaksi (individually processed/gross settlement) dan bersifat real 
time(electronically processed) , ketika rekening bank peserta dapat didebet/ 
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dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan 
penerimaan pembayaran. Tujuan dikembangkannya sistem BI-RTGS di 
antaranya  adalah:72 
1) Menyediakan sarana transfer dana antar bank yang lebih cepat, efisien, 
andal, dan  aman kepada bank dan nasabahnya; 
2) Kepastian setelmen dapat diperoleh dengan segera; 
3) Menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh; 
4) Meningkatkan displin dan profesionalisme bank dalam mengelola 
likuiditasnya; dan 
5) Mengurangi risiko-risiko setelmen. 
Tersedianya sistem BI-RTGS dapat mendorong bank untuk 
menjalankan manajemen likuiditas secara lebih baik. Dengan demikian, 
penggunaan sistem BI-RTGS dapat menurunkan risiko kredit dan risiko 
likuiditas dalam sistem pembayaran. Dengan sistem setelmen yang didasarkan 
pada kecukupan saldo rekening bank di Bank Indonesia, risiko kemungkinan 
kegagalan salah satu bank dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo 
yang dapat menyebabkan bank lain juga mengalami kesulitan likuiditas dapat 
dihindari.73 
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Penggunaan sistem BI-RTGS dapat mengurangi risiko yang bersifat 
sistemik dalam sistem pembayaran melalui tiga hal yaitu: 
1) Penurunan secara signifikan intraday interbank exposure dapat mengurangi 
kemungkinan ketidakmampuan suatu bank dalam menutup kekurangan 
likuiditas karena bank lain tidak mampu memenuhi kewajibannya; 
2) Dapat mencegah terjadinya unwinding payment; dan 
3) Waktu setelmen yang dilakukan setiap saat selama  window time, 
memberikan waktu yang cukup bagi bank untuk menyelesaikan kesulitan 
likuiditasnya dengan cara meminjam dari bank lain atau menunggu transfer 
masuk dari bank lain. 
Penyelenggara sistem BI-RTGS adalah Kantor Pusat Bank Indonesia. 
Penyelenggara bertugas melakukan pengendalian sistem terhadap semua 
aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan peserta. Sementara itu, peserta 
sistem BI-RTGS adalah seluruh bank umum di Indonesia.  Di samping itu, 
lembaga-lembaga selain bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia 
dapat menjadi peserta sistem BI-RTGS dengan persetujuan Bank Indonesia, 
sepanjang keikutsertaan lembaga selain bank tersebut adalah untuk 
memperlancar sistem pembayaran nasional. Sementara itu, Kantor Pusat dan 
Kantor Bank Indonesia secara otomatis menjadi peserta sistem BI-RTGS.74 
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Guna memperoleh kepastian tentang keamanan sistem BI-RTGS, maka 
sistem tersebut telah diaudit oleh auditor independen internasional. 
Selanjutnya, sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia, sistem tersebut diuji 
ulang sekurang-kurangnya setiap tahun sekali. Secara umum BI-RTGS sudah 
memenuhi prinsip dasar bagi sistem pembayaran yang berlaku secara 
internasional. 
Gambar 6 :Konfigurasi BI-RTGS 
 
Sumber: Bank Indonesia, 2003 
 
 
Untuk memastikan adanya keseragaman praktek antarbank 
sehubungan dengan pembayaran antarbank yang dilakukan oleh sesama peserta 
sistem BI-RTGS, maka telah disusun tata tertib dan peraturan transaksi 
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antarbank oleh para peserta sistem BI-RTGS yang tergabung dalam asosiasi 
perbankan, seperti HIMBARA (Himpunan Bank Pemerintah), PERBANAS 
(Persatuan Bank Swasta Nasional), Foreign Banks Association ‘Himpunan Bank 
Asing’, Joint  Venture  Banks  Association  ‘Himpunan  Bank  Campuran’  dan 
ASBANDA (Asosiasi Bank Daerah). 
Seperti yang diterapkan di sebagian besar penyelenggara RTGS di 
seluruh dunia, sistem BI-RTGS menggunakan struktur V dalam menyalurkan 
informasi dari satu bank ke bank lain melalui Bank Indonesia sebagai operator 
RTGS. 
2. Kliring 
Sesuai dengan UU No. 23 Tahun  1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang 
Bank Indonesia pada pasal 17 ayat 1 dinyatakan bahwa penyelenggaraan 
kegiatan kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing 
dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank 
Indonesia. 75  Pengertian kliring menurut Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/ 
PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal dan 
Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antarbank Atas Hasil Kliring Lokal 
adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank (DKE), baik 
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atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada 
waktu tertentu.76 
Tujuan  utama  dilaksanakan  kliring,  antara  lain:77 
1) Untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral antarbank di seluruh 
Indonesia; 
2) Untuk melaksanakan penghitungan penyelesaian utang piutang yang lebih 
mudah, aman, dan efisien; dan 
3) Untuk menjadi salah satu bentuk pelayanan sistem pembayaran bank kepada 
nasabah masing-masing. 
Dengan demikian, keberadaan suatu lembaga penyelenggara kliring yang 
mempertemukan sejumlah peserta dalam suatu proses kliring yang teratur menjadi 
penting. Skema pada gambar 4 dan 5 menggambarkan bagaimana keberadaan suatu 
lembaga penyelenggara kliring dapat meningkatkan efisiensi para peserta kliring 
dalam menyelesaikan kewajiban atau tagihan pembayaran. Pada skema tersebut 
diberikan contoh hubungan bilateral enam pihak dibandingkan dengan hubungan 
enam pihak tersebut melalui suatu lembaga  penyelenggara  kliring. 
Dalam pelaksanaannya, penyelesaian kewajiban dan tagihan melalui kliring 
dilakukan dengan cara menyerahkan warkat-warkat melalui lembaga kliring. Warkat 
yang diselesaikan melalui sistem kliring terdiri dari beberapa jenis warkat debet yang 
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merupakan kewajiban bagi bank, misalnya, cek, bilyet giro, nota debet, wesel bank 
untuk transfer (WBUT), serta beberapa jenis warkat kredit yang merupakan tagihan 
bagi bank, seperti nota kredit dan surat bukti penerimaan transfer (SBPT). Setiap 
warkat harus dinyatakan dalam rupiah, dengan nilai nominal yang dikliringkan sama 
dengan nilai nominal pada warkat atau sebesar 100%, dan harus jatuh tempo 
selambat-lambatnya saat kliring.78 
Pihak-pihak yang terlibat di dalam kliring terdiri dari lembaga penyelenggara 
kliring dan peserta kliring. Adapun yang dimaksud dengan lembaga penyelenggara 
kliring adalah Bank Indonesia atau bank/pihak lain yang ditunjuk oleh Bank 
Indonesia. Sementara itu, peserta kliring adalah bank-bank yang telah memperoleh 
izin dari Bank Indonesia sebagai peserta kliring. Peserta kliring dapat dibedakan 
menjadi dua jenis yaitu bank peserta langsung dan bank peserta tidak langsung. Bank 
peserta langsung dapat mengirim dan menerima pembayaran atas namanya sendiri, 
sedangkan  bank peserta tidak langsung hanya dapat mengirim dan menerima 
pembayaran melalui bank peserta kliring langsung.79 
Dilihat dari sisi penyelenggaraannya, di wilayah kliring yang terdapat Kantor 
Bank Indonesia, kliring dilakukan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, di wilayah 
kliring yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia, kliring dilakukan oleh 
bank/pihak lain yang ditunjuk Bank Indonesia. 
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Sistem kliring Bank Indonesia melakukan penyelesaian transaksi secara net 
multilateral pada hari yang sama (T+0). Penyelesaian transaksi secara net 
multilateral adalah penyelesaian transaksi melalui kliring ( multilateral) yang 
diselesaikan dengan jalan memperhitungkan selisih ( netto) antara kewajiban 
(warkat debet) dan tagihan (warkat kredit ). Pembukuan hasil netting tersebut 
dilakukan pada hari yang sama (T+0). Selanjutnya, sejak pelaksanaan sistem BI-
RTGS, perhitungan hasil kliring dilakukan secara gross dan bilateral, dan langsung 
dibukukan ke rekening bank melalui komputer sentral BI-RTGS. 
Sistem kliring yang dipakai di Indonesia meliputi sistem kliring manual, 
semiotomasi, otomasi, dan elektronik. Penerapan sistem kliring tertentu dikaitkan 
dengan banyaknya jumlah bank peserta kliring dan jumlah transaksi yang ditangani. 
Semakin banyak jumlah peserta dan transaksinya, sistem kliring yang dipakai adalah 
sistem yang lebih canggih. 
1) Sistem Kliring Manual80 
Kliring yang dilakukan oleh non-KBI di kota kecil atau wilayah yang jauh dari KBI 
dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat sedikit pada umumnya dilakukan 
dengan sistem kliring manual. Pada sistem kliring manual penghitungan rekapitulasi 
(pembuatan Bilyet Saldo Kliring) dan pertukaran warkat-warkat kliring di antara 
peserta kliring dilakukan secara  manual.  Setelah  proses  netting  di  lembaga  kliring  
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selesai, masing-masing  bank  menyelesaikan  transaksi  pada  rekening nasabahnya  
dan  membuat  daftar  warkat  yang  dikembalikan/ditolak pada hari yang sama. 
 
 
 
Gambar 7:Bagian Aliran Sistem Kliring Manual 
 
Sumber: Bank Indonesia, 2003 
2) Sistem Kliring Semiotomasi81 
Kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah 
warkat sedikit dilakukan dengan sistem kliring semiotomasi yang disebut 
SemiOtomasi Kliring Lokal (SOKL). Pada sistem kliring semiotomasi bank 
menyampaikan file dalam disket yang berisi informasi tentang catatan kliring ke 
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penyelenggara kliring (KBI atau bank pemerintah yang ditunjuk) untuk 
penghitungan posisi setelmen (proses netting)  dan pembuatan laporan kliring 
(Bilyet Saldo Kliring). Sementara tu, warkat-warkat kliring dipertukarkan secara 
manual di antara peserta kliring. Proses selanjutnya adalah rekonsiliasi atas hasil 
pertukaran warkat dan laporan kliring. 
 
Gambar 8 :Bagian Aliran Sistem Kliring Semiotomasi 
 
Sumber: Bank Indonesia, 2003 
3) Sistem Kliring Otomasi82 
Kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah 
warkat banyak dilakukan dengan sistem kliring otomasi. Pada sistem kliring otomasi 
semua proses dari penghitungan, rekapitulasi, pembuatan laporan kliring (Bilyet 
Saldo Kliring), pertukaran warkat, dan rekonsiliasidilakukan  secara  otomasi.  
                                                                   
82 Sri mulyati tri subari Ascarya, Kebijakan ….,hlm.51. 
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Sistem  otomasi  kliring  mengharuskan penggunaan  warkat  yang  seragam  dalam  
bentuk,  kualitas,  dan penulisannya. Sistem otomasi kliring dimulai dari penerimaan 
warkat kliring dari semua peserta kliring oleh KBI penyelenggara kliring sebagai 
input untuk mesin reader/sorter ‘baca/sortir’. 
 
 
 
Gambar 9 : Bagian Aliran Sistem Kliring Otomasi 
 
Sumber: Bank Indonesia, 2003 
Mesin ini kemudian akan melakukan proses pembacaan, pensortiran, 
penghitungan, netting, rekapitulasi, dan pembuatan laporan kliring. Setelah itu, 
setelmen akhir dilakukan melalui sistem BI-RTGS pada rekening masing-
masing bank di Bank Indonesia Pusat. Semua warkat yang ditolak 
dikembalikan ke bank yang menyerahkan warkat tersebut. 
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4)  Sistem Kliring Elektronik83 
Kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan 
jumlah warkat sangat banyak dilakukan dengan sistem kliring elektronik. Pada 
sistem kliring elektronik proses penghitungan, rekapitulasi, dan pembuatan 
laporan kliring (Bilyet Saldo Kliring) dilakukan secara elektronik melalui 
terminal elektronik di bank peserta kliring, sehingga bank peserta kliring tidak 
perlu datang ke penyelenggara kliring untuk menyampaikan warkat kliring. 
Sementara itu, pertukaran warkat dan rekonsiliasi dilakukan secara otomasi 
melalui komputer pusat kliring elektronik. Dengan sistem ini, proses kliring 
dapat diselesaikan dengan lebih cepat, akurat, dan aman, serta mengurangi 
risiko tidak terprosesnya warkat kliring.84 
Gambar 10 : Bagian Aliran Sistem Kliring Elektronik 
                                                                   
83 Sri mulyati tri subari Ascarya, Kebijakan …., hlm.52. 
 
84Ibid…,hlm 53 
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Sumber: Bank Indonesia, 2003 
Dari penjelasan di atas berikut ini adalah bagan sistem pembayaran:85 
                                                                   
85Departemen Kebijakan Siatem Pembayaran, Bank Indonesia, 2019. 
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BAB III 
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG 
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT 
GATEWAY  ) 
 
A. Aturan PBI Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional (National Payment Gateway  ) 
 
Gerbang pembayaran nasional (GPN) telah diatur dalam Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional (National Payment Gateway), peraturan ini merupakan 
pemenuhan atas kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi secara nontunai 
dengan menggunakan instrumen pembayaran ritel dan untuk memfasilitasi 
serta memperluas akseptasi masyarakat untuk gerakan nasional nontunai. 
Di dalam peraturan ini dijelaskan bahawa gerbang pembayaran nasional 
adalah sistem yang terdiri atas standar, switching, dan service yang 
dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk 
mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara 
nasional.1 
Pertimbangan PBI Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) ada beberapa peraturan 
perundang-undangan sebagai pertimbangannya, antara lain: 
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 70Indonesia Nomor 3472) sebagaimana 
                                                             
1Pasal 1 (satu) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ). 
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4962); 
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204); 
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik) selain mengatur masalah mengenai informasi dan 
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penggunaannya, juga peraturan yang mengatur mengenai transaksi 
elektronik. Pada pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik diatur mengenai asas dan tujuan sebagai alat untuk menciptakan 
pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang baik yaitu: 
1. Asas Kepastian Hukum, yang merupakan landasan hukum dalam 
pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik termasuk 
segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang 
mendapatkan pengakuan hukum.  
2. Asas Manfaat, merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan 
transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi. 
3. Asas Kehati-hatian, merupakan landasan untuk memperhatikan segenap 
potensi yang dapat mendatangkan kerugian dalam pemanfaatan 
teknologi informasi dan transaksi elektronik.  
4. Asas Itikad Baik, bahwa para pihak dalam melakukan transaksi 
elektronik tidak dilakukan dengan tujuan merugikan pihak lain baik 
secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 
5. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi, berarti 
pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus 
pada pemanfaatan teknologi tertentu sehingga diharapkan mampu 
mengikuti perkembangan teknologi di masa yang akan datang.2 
                                                             
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
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Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ) terdiri dari 50 pasal 
disebutkan beberapa pengertian umum Gerbang Pembayaran Nasional. 
Dalam Peraturan Bank Indonesia Tentang Gerbang Pembayaran Nasional 
dimaksud dengan: 
1. Standar merupakan spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan. 
2. Switching adalah switching sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan 
transaksi pembayaran. 
3. Services adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
industri sistem pembayaran ritel. 
4. Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola 
Standar dalam GPN (NPG). Lembaga Switching adalah lembaga yang 
menyelenggarakan Switching dalam GPN (NPG). 
5. Lembaga Services adalah lembaga yang mengelola fungsi Services 
dalam GPN (NPG). 
6. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai perbankan, dan bank syariah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan 
syariah. 
7. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan 
hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.  
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8. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 
Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan 
menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur 
mengenai uang elektronik.  
9. Acquirer adalah acquirer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 
Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan 
menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur 
mengenai uang elektronik.  
10. Penyelenggara Payment Gateway adalah penyelenggara payment 
gateway sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang 
mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi 
pembayaran.  
11. Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yang selanjutnya 
disingkat ATM adalah mesin yang dipakai untuk kartu ATM dan/atau 
kartu debet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia 
yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu. 
Dalam pasal 2 bahwasanya Bank Indonesia menetapkan kebijakan 
GPN (NPG) melalui interkoneksi switching untuk mewujudkan 
interoperabilitas sistem pembayaran nasional.3 Maksudnya adalah aturan ini 
disusun untuk memastikan tercapainya sasaran GPN yaitu menciptakan 
ekosistem interkoneksi (saling terhubung), interperabel (saling dapat 
                                                             
3Pasal 2 (dua) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ). 
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beroperasi) dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran 
ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar.  
Pasal 3 membahas tentang ruang lingkup GPN mencakup teransaksi 
pembayaran secara domestik. Yang dimaksud dengan transaksi pembayaran 
secara domestik adalah transaksi yang menggunakan instrumen 
pembayaran yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia dan dilakukan di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang meliputi pertama 
interkoneksi switching adalah keterhubungan antara jaringan switching 
yang satu dengan jaringan switching yang lainnya.4 
Kedua interkoneksi pembayaran adalah keterhubungan antara 
jaringan pada kanal pembayaran yang satu dengan kanal pembayaran 
lainnya, interoperabilitas kanal pembayaran adalah kondisi dimana 
instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari 
infrastruktur  penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan, agen 
adalah pihak yang bekerjasama dengan penerbit dalam memberikan layanan 
jasa sistem pembayaran dan keuangan dengan menggunakan sarana dan 
perangkat tekhnologi berbasis mobile maupun berbasis web, adapun kanal 
pembayaran lainnya adalah kanal pembayaran yang dimiliki oleh Bank, 
kecuali kanal pembayaran yang transaksinya diproses melalui sistem kliring 
nasional bank indonesia (SKNBI) dan/atau bank indonesia-real time gross 
settelment (BI-RTGS). 5 
                                                             
4Pasal 3 (tiga) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ). 
5Pasal 3 (tiga) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ). 
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Ketiga interoperabilitas instrumen pembayaran adalah kondisi 
dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain 
selain dari infrastruktur penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan. 
6 
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ), diatur pihak 
penyelenggara GPN dan pihak yang terhubung dengan GPN sedangkan Bank 
Indonesia bertindak sebagai pengawas sistem pembayaran adapun 
penyelenggara Gerbang Pembayaran adalah sebagai berikut : 
1. Dalam pasal 6 terdapat penyelenggara GPN yang pertama yaitu Lembaga 
Standar.7 Lembaga standar ini berbadan hukumdan memiliki kompetensi 
untuk menyusun dan mengembangkan dan mengelola standar-standar 
dalam rangka memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas 
instrumen pembayaran, kanal pembayaran dan switching serta security.8 
2. Lembaga switching, lembaga switching ini berfungsi untuk memproses data 
transaksi pembayaran secara domestik (dengan menggunakan infrastruktur 
yang dimiliki Indonesia) dalam rangka interkoneksi dan iteroperabilitas. 
Kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi lembaga switching adalah :9 
                                                             
 
6 Ibid. 
 
7Pasal 6 (satu) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ). 
 
8 Pasal 4 (empat)Peraturan anggota dewan gubernur no 19/10/PADG/2017 Tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ). 
 
9Bab IV Pasal 15 (empat)Peraturan anggota dewan gubernur no 19/10/PADG/2017 
Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ). 
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a. Telah memiliki izin sebagai penyelenggaran switching sesuai ketentuan 
Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan 
transaksi pembayaran.10 
b. Telah melaksanakan pemproses transaksi pembayaran secara domestik 
dengan menggunakan infrastruktur yang dimiliki di Indonesia. 
c. Memiliki kepemilikan saham paling sedikit 80% (delapan puluh persen) 
sahamnya dimiliki oleh warga Indonesia dan/atau badan hukum 
Indonesia.  
d. Mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi switchung 
digerbang pembayaran nasional. 
e. Pihak yang mengajukan permohonan sebagai lembaga switching, selain 
memenuhi persyaratan di atas juuga harus memiliki modal disetor 
paling sedikit sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).  
3. Lembaga Services, lembaga services bertugas antara lain untuk menjaga 
keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah, melakukan 
rekonsiliasi, kliring dan setelmen dan mengembangkan sistem untuk 
mencegah fraud, manajemen resiko dan mitigasi resiko, mengelola life 
cycle atas secure acces module (SAM) dan mobile apps, menangani 
                                                             
 
10Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi penyelenggara jasa sistem pembayaran harus 
memenuhi persyaratan yaitu umum dan aspek kelayakan sebagai penyelenggara sistem pembayaran. 
Selain itu pihak yang mengajukan izin untuk prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara 
kliring, dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir harus berbentuk perseroan terbatas yang paling 
sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara indonesia dan badan 
hukum indonesia. Pasal 5-6 Peraturan bank indonesia no 18/40/pbi/2016 tentang penyelenggaraan 
pemrosesan transaksi pembayaran.  
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perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka perlindungan konsumen 
dan melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan kegiatan service.11 
Pada pasal 24 dijelaskan bahwasanya terdapat pihak yang terhubung 
dengan GPN terdiri dari Bank Umum, Bank Syariah dan Lembaga selain 
bank. Dalam rangka pelaksanaan interkoneksi dan interoperabilitas serta 
routing domestik di lembaga switching, pihak yang terhubung dengan GPN 
dengan cara menjadi anggota pada paling sedikit 2 (dua) lembaga switching 
untuk masing-masing instrumen dan atau kanal pembayaran kecuali untk 
instrumen yang paling berinteroperabilitas tanpa lembaga switching.  
Di dalam peraturan bank indonesia ini juga dijelaskan mengenai 
branding yang mana dalam pasal 29 Branding nasional mencakup 
pembuatan logo nasional sebagai simbol atau identitas nasional yang 
dimaksud untuk memperluas akseptasi (penerimaan atau pemahan) dan 
meningkatkan engagement (kesadaran) untuk memudahkan komunikasi 
dan pemahaman masyarakat. 12 
Dalam pasal 31 kebijakan skema harga dalam GPN ditetapkan 
dengan pertimbangan prinsip yaitu mendorong perluasan akseptasi, 
efisiensi, kompetidi, layanan dan inovasi; didasari pada aspek cost of 
                                                             
11Bab V Pasal 29  (empat)Peraturan anggota dewan gubernur no 19/10/PADG/2017 
Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ). 
 
12Pasal 29 (dua puluh sembilan) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ). 
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recovery ditambah margin yang wajar, resiko dan kenyamana; penetapan 
besaran dan struktur tarif dan bea.13 
Selanjutnya yaitu fitur layanan yang dipaparkan dalam pasal 32 
Fitur layanan ini adalah fitur minimum yang harus disediakan oleh 
penyelenggara GPN dan pihak yang terhubung dengan GPN. Fitur tersebut 
adalah pembayaran, transfer, tarik tunai, cek saldo atau fitur layanan lainnya 
yang disesuaikan untuk masing-masing instrumen.14 
B. Mekanisme Gerbang Pembayaran Nasional  berdasarkan Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional 
Dalam pasal 5 terdapat 2 pihak penyelenggara GPN (NPG) yaitu 
penyelenggara GPN (NPG) dan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG). 
Penyelenggara GPN (NPG) yaitu pertama lembaga standar, kedua lembaga 
switching, ketiga lembaga service. Sedangkan untuk pihak terhubung 
meliputi; penerbit, acquirer, penyelenggara payment gateway, dan pihak 
lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.  
Adapun mekanisme sistem pembayaran non tunai berbasis retail 
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional Adanya industri sistem pembayaran sesuai 
                                                             
13Pasal 31 (tiga puluh satu) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ). 
 
14Pasal 32 (tiga puluh dua) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ). 
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dengan pasal 48  Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional antara lain:15 
1. Prinsipal  
Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Uang Elektronik 
(Electronic Money), untuk Prinsipal harus memuat informasi berupa 
jenis kegiatan Uang Elektronik yang akan diselenggarakan; rencana 
waktu dimulainya kegiatan; dan nama jaringan yang akan 
digunakan.Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab 
atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang 
berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi uang 
elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu 
perjanjian tertulis.16 
2. Penerbit/issuer 
Bank atau Lembaga Selain bank yang menerbitkan instrumen 
pembayaran beruoa kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Kartu Kredit, 
Uang Elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya.  
3. Acquirer 
Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan 
pedagang, yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan 
oleh pihak lain. Acquirer adalah perusahaan baik bank maupun non-
                                                             
15Pasal 48 (empat puluh delapan) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway  ). 
16Anggit Dyah Kusumastuti, “ Penerapan sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) 
Dalam menunjang Transaksi Daring” Jurnal Bisnis Dan Manajemen, (Universitas Merdeka Malang 
) Vol. 6 No. 1 ., hlm. 58. 
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bank yang menjalin kerjasama dengan merchant untuk menyediakan 
mesin EDC, merawat, dan menginstalasi jaringan, sehingga bisa 
melakukan transaksi gesek kartu debit/kredit di merchant tersebut. 
Pihak lain yang dimaksud adalah lembaga selain bank yang merupakan 
badan usaha bukan bank yang berbadan hukum dan didirikan 
berdasarkan hukum Indonesia seperti perusahaan Asuransi, Pegadaian, 
Koperasi Simpan Pinjam, Dana Pensiun (Taspen). 
4. Pemegang/client 
Pihakyang menggunakan sistem pembayaran.  
5. Pedagang (Merchant)  
Penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari 
pemegang.  
6. Lembaga Switching sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data 
transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat 
pembayaran dengan menggunakan Kartu (APMK), uang elektronik dan 
atau transfer dana. Lembaga Switching bertugas untuk memproses data 
transaksi pembayaran secara domestik untuk interkoneksi dan 
interoperabilitas. Saat ini yang ditunjuk Bank Indonesia sebagai 
lembaga Switching yaitu PT. Artajasa Pembayaran Elektronik (ATM 
Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima), PT. Daya Network Lestari 
(ATM Alto) dan PT. Jalin Pembayaran Nusantara (Link). 
7. Lembaga Services adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi 
kebutuhan industri sistem pembayaran ritel. Lembaga Services bertugas 
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antara lain untuk menjaga keamanan transaksi pembayaran dan 
kerahasian data nasabah, melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelmen, 
dan mengembangkan sistem untuk pencegahan fraud (penipuan), 
manajemen resiko serta menangani perselisihan transaksi pembayaran 
dalam rangka perlindungan konsumen. Saat ini lembaga Services 
penyelenggara GPN yaitu PT Penyelesaian Transaksi Elektronik 
Nasional (PTEN) yang terdiri dari lembaga switching dan BUKU 4 
(Mandiri, BNI, BRI, BCA). 
Adapun mekanisme proses pembayaran Gerbang Pembayaran Nasional17 
 
Penjelasan: 
1. Terjadinya permintaan pembayaran antara client dan merchant dalam 
sistem aplikasi yang menghubungkan sistem perbankan.  
2. Adanya permintaan penyetoran sejumlah uang dari merchant ke acquire,  
                                                             
17Anggit Dyah Kusumastuti, “ Penerapan sistem………….., hlm. 59. 
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3. Adanya permintaan pemindahan dana dari client kepada issuer, 
4. Kemudian issuer memberikan pemberitahuan pemindahan dana tersebut 
disetujui atau ditolak.  
5. Kemudian data transaksi akan diolah oleh issuer terhadap lembaga 
switching yang kemudian data transaksi pembayaran ini akan diproses 
secara domestik.  
6. Terjadinya pemindahan dana dari akun bank client pembayaran online 
merchant. 
7. Kemudian oleh lembaga transaksi pembayaran tersebut dijaga keamanan 
dan kerahasiaan data para nasabah serta melakukan kliring, rekonsiliasi dan 
settlement. 
8. Lembaga service melakukan kliring kepada acquirer.  
9. Setelah itu acquire memberikana tanda terima pembayaran kepada 
merchant. 
10.  Kemudian merchant akan mengonfirmasi pembayaran dan pengiriman 
produk kepada client. 
 Selain lembaga switching dan lembaga service terdapat pula lembaga 
Standar .lembaga standar dalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar 
dalam Gerbang Pembayaran Nasional. Lembaga Standar memiliki fungsi 
menyusun, mengembangkan, dan mengelola Standar untuk interkoneksi dan 
interoperabilitas instrumen pembayaran, kanal pembayaran, dan switching, serta 
security. Lembaga Standar bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan 
keandalan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan, pengembangan 
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dan pengelolaan Standar. Lembaga Standar wajib menjaga kerahasiaan data dan 
informasi terkait penyusunan dan pengelolaan Standar. 
 Dari mekanisme tersebut berdasarkan hukum perlindungan konsumen GPN 
sudah memenuhi beberapa ketentuan sistem perlindungan konsumen dengan 
adanya perlindungan data oleh lembaga standar beradasarkan kebijakan GPN ini. 
Selin itu perlindungan hukum pengguna kartu GPN  diatur dalam pasal 4 dan 5 
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan nasabah sebagai 
konsumen yang menjelaskan mengenai hak konsumen serta tanggung jawab 
terhadap bank sebagai penerbit.18  
 Perlindungan hukum yang dimiliki oleh charholder ada dua macam yaitu 
perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. 
Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan cara melakukan 
pengaduan kepada pihak bank selaku penerbit dari kartu GPN jika ada keadaan 
yang tidak diharapkan oleh charholder karena pada dasarnya charholder  memiliki 
hak-hak sebagai konsumen. Perlindungan hukum yang dimiliki oleh charholder 
selanjutnya adalah perlindungan hukum secara represif yang dapat dilakukan 
dengan melakukan penyelesaian sengketa. 19 
                                                             
18 pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang  perlindungan nasabah sebagai 
konsumen 
19 Arthur Gideon “5 Manfaat Kartu Debit GPN” 2018 , www.liputan6.com, diakses rebu 
4 Maret 2019, pukul 11.00   
 
 
85 
 
BAB  IV 
ANALISIS 
A. Analisis Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/08/PBI/2017 Tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional  
 
Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/08/PBI/2017 Tentang 
Gerbang Pembayaran Nasional menjelaskan Payment Gateway (PG) 
merupakan pembayaran online dalam sistem e-business yang berhubungan 
dengan sistem perbankan. Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment 
Gateway) (NPG)  adalah sistem yang terdiri atas standar, switching, dan 
services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme 
(arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal 
pembayaran secara nasional.1 
PADG GPN menetapkan mekanisme (arrangement) bagi seluruh pihak, 
baik penyelenggara GPN maupun pihak-pihak yang terhubung dengan GPN. 
Aturan ini disusun untuk memastikan tercapainya sasaran GPN yaitu 
menciptakan ekosistem interkoneksi (saling terhubung), interoperabel (saling 
dapat beroperasi) dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran 
ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar. Hal ini juga untuk 
mendukung program pemerintah seperti bantuan sosial non tunai, strategi 
                                                             
1Anggit Dyah Kusumastuti, “ Penerapan sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) Dalam 
menunjang Transaksi Daring” Jurnal Bisnis Dan Manajemen, (Universitas Merdeka Malang ) Vol. 6 
No. 1 ., hlm. 56. 
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nasional keuangan inklusif, elektronifikasi jalan tol dan GNNT yang ditujukan 
untuk efisiensi perekonomian nasional. 
Secara garis besar, terdapat beberapa hal yang diatur dalam PADG 
GPN.2 
1. Prosedur penetapan kelembagaan GPN. Bank Indonesia mengatur prosedur 
penetapan kelembagaan GPN guna memastikan pihak-pihak yang akan 
menjadi penyelenggara GPN, yaituLembagaStandar, Lembaga Switching 
danLembaga Services, mampu menjalankan fungsi dan kewajibannya 
sebagaimana diatur secara lebih rinci di dalam PADG GPN. 
2. Mekanime kerja sama. Bank Indonesia mengatur mekanisme kerja sama 
dalam penyelenggaraan GPN, termasuk mekanisme kerja sama antara 
penyelenggara GPN dengan pihak-pihak di luar GPN. 
3. Branding nasional. Bank Indonesia menetapkankebijakanbrandingnasional 
yang terdiriatas logo nasional, perluasanakseptasi(penerimaan) nasional, 
dan kewajiban pemrosesan domestik. Lebihlanjut, BI mewajibkan 
penggunaan logo nasional pada setiap instrumen yang diterbitkan dan kanal 
pembayaran yang digunakan dalam transaksi pembayaran domestik melalui 
GPN, serta tahapan waktu implementasi pencantuman logo nasional untuk 
instrumen kartu ATM dan/atau kartu debet. 
                                                             
2Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PDADG/ 2017 Tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway). 
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4. Skema harga. Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga guna 
memastikan berjalannya interkoneksi dan interoperabilitas dalam 
ekosistem GPN, sebagai berikut: 
a. Skema harga kartu debit, dengan tarif yang dikenakan kepada pedagang 
oleh bank (Merchant Discount Rate – MDR) sebesar1%, dengan 
pemberian MDR khusus untuk transaksi tertentu, termasuk MDR 0% 
untuk transaksi terkait pemerintah. 
b. Skema harga Uang Elektronik untuk transaksi pembelian dengan 
rincian sebagai berikut: 
1) Terminal Usage Fee (biaya yang diberikan penerbit kartuk epada 
penyedia infrastruktur atas penggunaan terminal): 0,35% 
2) Sharing infrastructure (biaya investasi sebagai pengganti atas biaya 
infrastruktur yang telah dikeluarkan): sesuai dengan kesepakatan 
antar penerbit. 
3) Merchant Discount Rate (tarif yang dikenakan kepada pedagang 
oleh bank) akan ditetapkan tersendiri oleh Bank Indonesia. 
Dalam bab satu pasal satu disebutkan beberapa pengertian yaitu 
pengertian antara lain: Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang 
dibakukan. 
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1. Switching adalah switching sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 
Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi 
pembayaran. 
2. Services adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
industri sistem pembayaran ritel. 
3. Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar 
dalam GPN (NPG). Lembaga Switching adalah lembaga yang 
menyelenggarakan Switching dalam GPN (NPG). 
4. Lembaga Services adalah lembaga yang mengelola fungsi Services dalam 
GPN (NPG). 
5. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai perbankan, dan bank syariah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 
6. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan 
hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.  
7. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 
Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan 
kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang 
elektronik.  
8. Acquirer adalah acquirer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 
Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan 
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kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang 
elektronik.  
9. Penyelenggara Payment Gateway adalah penyelenggara payment gateway 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur 
mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.  
10. Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yang selanjutnya 
disingkat ATM adalah mesin yang dipakai untuk kartu ATM dan/atau kartu 
debet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang 
mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu. 
Dalam pasal 2 bahwasanya Bank Indonesia menetapkan kebijakan GPN 
(NPG) melalui interkoneksi switching untuk mewujudkan interoperabilitas 
sistem pembayaran nasional.3 Maksudnya adalah aturan ini disusun untuk 
memastikan tercapainya sasaran GPN yaitu menciptakan ekosistem 
interkoneksi (saling terhubung), interperabel (saling dapat beroperasi) dan 
mampu melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik yang 
aman, efisien, andal, dan lancar.  
Pasal 3 membahas tentang ruang lingkup GPN mencakup teransaksi 
pembayaran secara domestik. Yang dimaksud dengan transaksi pembayaran 
secara domestik adalah transaksi yang menggunakan instrumen pembayaran 
yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia dan dilakukan di wilayah Negara 
                                                             
3 Pasal 2 (dua) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional (National Payment Gateway). 
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Kesatuan Republik Indonesia. Yang meliputi pertama interkoneksi switching 
adalah keterhubungan antara jaringan switching yang satu dengan jaringan 
switching yang lainnya.4 
Kedua interkoneksi pembayaran adalah keterhubungan antara jaringan 
pada kanal pembayaran yang satu dengan kanal pembayaran lainnya, 
interoperabilitas kanal pembayaran adalah kondisi dimana instrumen 
pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari infrastruktur  
penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan, agen adalah pihak yang 
bekerjasama dengan penerbit dalam memberikan layanan jasa sistem 
pembayaran dan keuangan dengan menggunakan sarana dan perangkat 
tekhnologi berbasis mobile maupun berbasis web, adapun kanal pembayaran 
lainnya adalah kanal pembayaran yang dimiliki oleh Bank, kecuali kanal 
pembayaran yang transaksinya diproses melalui sistem kliring nasional bank 
indonesia (SKNBI) dan/atau bank indonesia-real time gross settelment (BI-
RTGS). 5 
Ketiga interoperabilitas instrumen pembayaran adalah kondisi dimana 
instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari 
infrastruktur penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan. 6 
                                                             
4 Pasal 3 (tiga) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional (National Payment Gateway). 
 
5 Pasal 3 (tiga) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional (National Payment Gateway). 
 
6 Ibid.  
91 
 
B. Analisis Gerbang Pembayaran Nasional Dalam Pandangan Maṣlaḥah-
Mursalah 
Pada BAB II sebelumnya di jelaskan bahwa seluruh hukum yang di 
tetapkan Allah SWT atas hambanya baik dalam bentuk perintah maupun 
larangan adalah mengandung maṣlaḥah.7Seluruh perintah Allah bagi manusia 
untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung 
ataupun tidak. 
Maṣlaḥah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung 
oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk 
mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan 
mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahah mursalah 
disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui 
kesahan dan kebatalnnya. Jadi membentuk hukum dengan cara maslahah 
mursalah semata mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti 
untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi 
manusia.8 
Walaupun tidak semua para ulama menerima kehujjahan tersebut 
maṣlaḥah mursalah namun dapat dipahami bahwa suatu kemaslahatan adalah 
                                                             
7 Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 185. 
 
8 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: rajawali Pers, 2015), hlm.79. 
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hal yang penting.9 Dalam kaitannya dengan gerbang pembayaran nasional, 
maslahat adalah suatu hal yang penting, masuk akal, rasional, dan diterima oleh 
kelompok rasionalis. Kemaslahatan itu bersifat universal dan menyangkut 
kemaslahatan orang banyak. Beberapa ulama seperti Abdul Wahhab Khalaf, 
Abu Zahrah, Yusuf Musa, Abdullah bin Abdul Husein menjelaskan yang 
intinya maṣlaḥah mursalah adalah apa-apa yang tidak ada di dalam nash secara 
langsung, namun tidak pula berlawanan dengan tujuan syar’i.10 
Jika gerbang pembayaran di kategorikan dalam pembahasan maṣlaḥah 
mursalah maka kita harus memandang dari dua sudut yaitu dari segi negatif 
dan positifnya pada beberapa hal berikut: 
a. Sisi positif dari gerbang pembayaran nasional  
Adapun kelebihan dari gerbang pembayaran nasional yaitu antara lain 
sebagai berikut: 
1. Keamanan data terjamin.  
Data transaksi masyarakat akan disimpan dengan aman oleh 
lembaga nasional yang infrastrukturnya berada di Indonesia. Salah satu 
persyaratan menjadi lembaga switching adalah minimal 80% 
kepemilikan saham dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia. 
                                                             
9 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 128. 
 
10 Safudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam Cetakan II, (Yogyakarta: 
Pustaka pPlajar, 2011), hlm. 82-83.   
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2. Biaya transaksi, cek saldo, tarik tunai dan transfer antar bank lebih 
murah. 
Penerapan GPN mambuat sistem pembayaran nasional lebih 
efektif dan efisien (seperti telah dijelaskan point di atas) sehingga 
dampak positif langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya: saat 
ini biaya tarik tunai menggunakan jaringan atm bersama dikenakan 
biaya RP 7.500,-, cek saldo Rp 4.000,- dan biaya transfer online antar 
bank Rp 6.500,-. Dengan sistem GPN seluruh infrastruktur dan sistem 
sudah terkoneksi dan interoperabilitas serta penerapan sharing biaya 
investasi sehingga biaya – biaya tersebut di atas dapat diturunkan lebih 
murah lagi. 
3. Biaya investasi ATM, EDC dan sistem back end lebih murah 
Seluruh infrastruktur yang mendukung sistem pembayaran akan 
terhubung dan interoperabilitas. Melalui GPN ini mesin ATM dan EDC 
di pusat perdagangan dapat digunakan bersama oleh bank atau 
penyelenggara sistem pembayaran sehingga jumlah mesinnya lebih 
sedikit dan menekan biaya investasi. Biaya investasi mesin ATM dan 
EDC tersebut kemudian dapat di sharing bersama bank lainnya. 
4. Biaya memproses transaksi domestik lebih efisien 
Penerapan GPN mencakup pembentukan ekosistem proses 
transaksi pembayaran domestik yang saling terhubung antar jaringan 
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(interconnecting switching). Selama ini seluruh transaksi pembayaran 
dalam negeri menggunakan kartu kredit dan debet di proses 
menggunakan jasa sistem pembayaran nasional (atm bersama, alto, 
prima, cirrus) dan sistem pembayaran asing (visa, mastercard, american 
express) yang masing – masing memiliki sistem tersendiri. Bahkan 
dengan menggunakan sistem pembayaran asing, transaksi pembayaran 
domestik di proses di luar negeri baru kemudian dikembalikan ke dalam 
negeri. Penggunaan jasa sistem pembayaran luar negeri tersebut 
dikenakan biaya dari setiap transaksinya. Sedangkan dengan adanya 
GPN yang seluruh proses pembayarannya di lakukan di Indonesia maka 
tidak perlu pembayaran fee ke luar negeri. 
5. Semua transaksi domestik dengan menggunakan kartu ATM berlogo 
GPN dapat dilakukan di semua mesin EDC (electronic data capture) di 
seluruh Indonesia tanpa terkecuali.  
6. Mampu  Mendorong peningkatan transaksi non tunai oleh masyarakat 
Indonesia sesuai dengan program Gerakan Nasional Non-Tunai 
(GNNT). 
b. Sisi negatif dari gerbang pembayaran nasional  
Berikut beberapa sisi negatif dari Gerbang Pembayaran Nasional: 
1. Akan mengurangi jumlah merchant, GPN akan menurunkan biaya 
merchant discount rate atau MDR yang dibayarkan merchant. 
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2. Tidak bisa digunakan di luar negeri kerena berbasis domestik sehingga 
bagi mereka yang akan melakukan perjalanan luar negeri ataupun 
berbelanja dengan basis luar negeri akan menggunakan kartu yang lain 
yaitu yang berbasis internasional. 
3. Terdapat biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah untuk 
kepemilikan kartu tambahan. 
4. Tidak adanya solusi apabila terjadinya kesalahan teknis atau sistem 
error dari pihak penerbit. 
Dilihat dari sisi positif dan negatifnya ternyata lebih banyak sisi 
positifnya sehingga kemaslahatan dalam Gerbang Pembayaran Nasional Ini. 
Kemaslahatan ini ada lima jenis atau sering disebut al mas}a>lih al khamsah 
yaitu pertama memelihara agama, kedua memelihara jiwa, ketiga memelihara 
akal, keempat memelihara keturunan, kelima memelihara harta.  
Maslahah dapat dikategorisasi berdasarkan kualitas dan kepentingan 
kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, 
dan keberadaan maslahah. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan 
kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya kepada tiga dhawabith 
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(tingkatan) yaitu: Maslahah daruriyah,11 maslahah hajiyah12 dan maslahaht 
ahsiniyah13. Jika dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama ushul fiqh 
membaginya kepada maslahah ammah14 dan maslahah khassah.15 Dilihat dari 
segi berubah  atau tidaknya maslahah, maslahah ada dua yaitu: maslahah 
sabitah yaitu maslahah yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman 
seperti berbagai kewajiban ibahah seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dan 
maslahah mutaqayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan 
perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.  
                                                             
11 Maslahah daruriyat yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di 
dunia dan akhirat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maslahahtahsiniyah yaitu 
kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. 
Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melaksanakan 
ibahah sunat sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. 
 
12Maslahahhajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan 
pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara  kebutuhan dasar manusia. 
Misalnya dalam ibadah diberikan keringanan/rukhsah mengqasar shalat dan berbuka puasa bagi musafir. 
Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik, boleh jual beli 
melalui pesanan (salam). Semuanya disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan dasar tersebut. 
 
13Maslahahtahsiniyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang 
melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, 
berpakaian yang bagus, melaksanakan ibahah sunat sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara 
menghilangkan najis dari badan manusia. 
 
14Maslahah ammah yaitu kemaslashatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. 
Kemaslahatan umum tidak berarti kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan 
mayoritas umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid‟ah yang dapat merudsak 
aqidah umat karena menyanglut kepentingan orang banyak. 
 
15Maslahah khassah yaitu kemasahatan pribadi dan sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan 
yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan sesesorang yang dikatakan hilang. Pentingnya 
pembagian kedua kemaslahatan itu berkaitan dengan priorotas mana yang harus didahulukan apabila 
antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi terjadi pertentangan, dan Islam mendahulukan 
kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. 
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Sedangkan dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara‟ 
,maslahah terbagi kepada: Maslahah mu‟tabarah16Maslahah mulgha17 dan 
maslahah mursalah.  
Adanya sistem gerbang pembayaran nasional ini merupakan salah satu 
bentuk mas}lah}ahhajiyatkarena merupakan salah satu kebutuhan hidup 
manusia yang mana kebutuhan tersebut menjadi sesuatu yang patut dipenuhi 
dalam rangka melengkapi kebutuhan pokok manusia, yang berbentuk 
keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar hidup 
manusia. Dalam hal ini gerbang pembayaran nasionaljuga termasuk dalam 
mas}lah}ahtahsiniyah yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia 
kepadanya tidak sampai tingkat d}aruri, namun kebutuhan tersebut perlu 
dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup 
manusia, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat 
melengkapi kemaslahatan sebelumnya. 
                                                             
16 Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara‟, artinya ada dalil khusus yang menjadi dasar 
bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya hukuman atas peminum khamar dipahami berlainan 
oleh para ulama disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah. Ada hadis yang 
menunjukkan pemukul yang dipergunakan Rasulullah adalah sandal sebanyak 40 x (HR Ahmad bin 
Hanbal), dan adakalanya dengan pelepah kurma juga sebanyak 40 x. Umar bin Khattab setelah 
bermusyawarah dengan sahabat lain menjadikan hukuman dera bagi peminum khamar sebanyak 80 x 
dengan mengqiyaskan kepada hukumam orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah 
orang yang mabuk bicaranya tidak terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. 
 
17 Kemaslahatan yang ditolak oleh syara‟ karena bertentangan dengan ketentuan syara‟. Misalnya 
syara‟ telah menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan 
ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut atau 
memberi makan 60 orang fakir miskin. Lais ibn Sa‟ad seorang fuqaha Maliki di Spanyol menetapkan 
hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa) di Spanyol yang melakukan 
hubungan seksual di siang hari bulan ramadhan. Para ulama memandang hukum, ini bertentangan 
dengan hadis Rasulullah saw di atas karena bentuk hukuman itu harus ditetapkan berturut-turut. 
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maṣlaḥah mursalah di dalam gerbang pembayaran nasional adalah 
menciptakan ekosistem interkoneksi (saling terhubung), interperabel (saling 
dapat beroperasi) dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran 
ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar. Hal ini dapat terlihat dalam 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/08/PBI/2017 Tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional Adanya peraturan tersebut diantaranya adalah untuk 
mendukung keuangan inklusif dan memperlancar penyelenggaraan sistem 
pembayaran nasional berbasis ritel, selain itu guna untuk meningkatkan 
keamanan data karena data para nasabah akan diproses secara domestik. 
Dari pertimbangan di atas dapat dipahami terdapat beberapa hal yang 
penting yang berkaitan dengan maṣlaḥah mursalah. Point itu yang pertama dan 
kedua mendukung keuangan inklusif dan memperlancar penyelenggaraan 
sistem pembayaran nasional berbasis ritel menunjukkan bahwa ada 
kemaslahatan dibidang ekonomi untuk meningkatkan perekonomian dalam 
negeri. Dalam hal ini kemaslahatan berkaitan erat dengan ekonomi atau lebih 
umumnya berkaitan dibidang muamalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
manusia. 
Adapun dalam pertimbangan yang kedua yaitu guna untuk 
meningkatkan keamanan data bagi nasabah merupakan wujud maṣlaḥah dalam 
melindungi masyarakat. Di dalam maṣlaḥah mursalah hal ini sesuai dengan 
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prinsip memelihara jiwa. Dalam keselamatan jiwa ini mencakup jaminan 
nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan manusia. 
Jika gerbang pembayaran nasional di kategorikan dalam pembahasan 
dalam maṣlaḥah mursalah maka berimplikasi pada beberapa hal berikut: 
a. Gerbang pembayaran nasional merupakan sesuatu yang baik 
menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan 
atau menghindarkan keburukan manusia terutama bagi nasabah 
yang menggunaka gerbang pembayaran nasional. 
b. Gerbang pembayaran nasional yang baik menurut akal, jaga selaras 
dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. 
c. Gerbang pembayaran nasional yang menurut akal dan selaras pula 
dengan tujuan syara’ tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara 
khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara’ yang 
mengakuinya. 
Maṣlaḥah mursalah adalah apa-apa yang tidak ada di dalam nash secara 
langsung, namun tidak pula berlawanan dengan tujuan syar’i. Oleh sebab itu, 
maka gerbang pembayaran nasional dapat di kategorikan dalam maṣlaḥah 
mursalahserta kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional ini juga mengarah 
pada maslahah yang dinashkan dengan memelihara harta (hifdzu maal). 
 
101 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan diatas, selanjutnya penulis akan memberikan 
kesimpulan sebagai jawaban dari permaslahan dalam skripsi ini. Adapun 
kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut: 
1. Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional 
merupakan suatu insfrastruktur sistem pembayar berbasis ritel. Di dalam 
Peraturan Bank Indonesia no 19/8/PBI/2017 tentang gerbang pembayaran 
nasional terdapat beberapa lembaga yang saling berkontribusi yaitu 
lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga service.  
2. Gerbang Pembayaran Nasional merupakan suatu insfastruktur sistem 
pembayaran dibuat oleh Bank Indonesia yang mendukung kelancaran 
dalam kehidupan masyarakat terkhusus dalam segi transaksi pembayaran. 
Hal ini menunjukkan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional tersebut sejalan 
dengan akal manusia dan hukum syara’.  
Kaitannya dengan Gerbang Pembayaran Nasional, maṣlaḥah mursalah di 
dalamnya adalah menciptakan ekosistem interkoneksi (saling terhubung), 
interperabel (saling dapat beroperasi) dan mampu melaksanakan 
pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik yang aman, efisien, andal, 
dan lancar.  Maṣlaḥah mursalah dalam Gerbang Pembayran Nasional ini 
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yaitu untuk meningkatkan sistem pembayaran dan menjaga stabilitas 
perekonomian serta yang merupakan bentuk  untuk melindungi warga 
negara dalam bidang hukum ekonomi. Maka secara singkat Gerbang 
Pembayaran Nasional  sesuai dengan hukum Islam yang berfungsi untuk 
meningkatkan kegiatan muamalah dan kesejahteraan sosial dalam 
masyarakat. 
 
B. Saran  
1. Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan adanya Gerbang Pembayaran 
Nasional, dalam hal ini untuk melakukan tujuan tersebut diperlukan kerja 
sama dari berbagai instansi terkait dan atau ahli dibidangnya.  
2. Kepada pemerintah disarankan untuk lebih bisa membuat produk hukum 
yang bersifat antisipasi untuk mengurangi dan menghilangkantindakan 
yang merugikan bagi nasabah yang menggunakan kartu berbasis GPN 
tersebut. Dalam hal ini peran masyarakat dibutuhkan kerjasama dengan 
pemerintah untuk membantu dan mengawasi sistem pembayaran ini karena 
bukan tidak mungkin kejahatan bisa terjadi. 
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 LAMPIRAN 
Lampiran. 1 
 
PERATURAN BANK INDONESIA 
NOMOR 19/8/PBI/2017  
TENTANG  
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
GUBERNUR BANK INDONESIA,  
  
  
Menimbang  : a.  bahwa untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, 
efisien, dan andal, serta dengan memperhatikan perkembangan informasi, 
komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan 
terintegrasi maka kebijakan sistem pembayaran nasional perlu diarahkan 
pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan 
berkesinambungan, serta peningkatan daya saing;  
   
    b.  bahwa untuk membangun ketahanan, melakukan  
pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta 
meningkatkan daya saing sistem pembayaran nasional, diperlukan penataan 
infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran 
nasional dalam suatu tatanan yang mampu memproses seluruh transaksi 
pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas;  
  
    c.   bahwa pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi 
dan interoperabilitas dalam kerangka penyelenggaraan gerbang pembayaran 
nasional (national payment gateway) merupakan pemenuhan atas 
kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi secara nontunai dengan 
menggunakan instrumen pembayaran ritel dan untuk memfasilitasi serta 
memperluas akseptasi masyarakat untuk gerakan nasional nontunai;  
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    d.  bahwa gerbang pembayaran nasional (national payment gateway) perlu 
diselenggarakan dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional, 
berorientasi pada manajemen risiko, memperhatikan perlindungan 
konsumen, dan menerapkan standar serta praktik internasional;  
    e.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia 
tentang Gerbang  
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway);  
  
Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan 
UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  
Nomor 3790);   
2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank  
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, 
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3843) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
7, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4962);  
3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4867);    
4.  
  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer  
Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5204);  
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MEMUTUSKAN:  
Menetapkan  : PERATURAN  BANK  INDONESIA  TENTANG  GERBANG PEMBAYARAN 
NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY).  
  
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
  
Pasal 1  
  Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:   
1. Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) yang 
selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, 
switching, dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan 
mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan 
kanal pembayaran secara nasional.  
2. Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan.  
3. Switching adalah switching sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 
Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi 
pembayaran.  
4. Services adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
industri sistem pembayaran ritel.  
5. Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar 
dalam GPN (NPG).   
6. Lembaga Switching adalah lembaga yang menyelenggarakan Switching 
dalam GPN (NPG).  
7. Lembaga Services adalah lembaga yang mengelola fungsi Services dalam GPN 
(NPG).  
8. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai perbankan, dan bank syariah sebagaimana dimaksud 
dalam UndangUndang yang mengatur mengenai perbankan syariah.  
9. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum 
dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.  
10. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 
Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan 
kartu dan ketentuan  
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Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.  
11. Acquirer adalah acquirer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 
Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan 
kartu dan ketentuan  
Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.  
12. Penyelenggara Payment Gateway adalah penyelenggara payment 
gateway sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang 
mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.  
13. Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yang selanjutnya 
disingkat ATM adalah mesin yang dipakai untuk kartu ATM dan/atau kartu 
debet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang 
mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.  
  
BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
  
Pasal 2  
Bank Indonesia menetapkan kebijakan GPN (NPG) melalui interkoneksi Switching 
untuk mewujudkan interoperabilitas sistem pembayaran nasional.  
Pasal 3  
Ruang lingkup GPN (NPG) mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang 
meliputi:  
a.  interkoneksi Switching;  
b.  interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran berupa kanal ATM, 
electronic data captured (EDC), agen, payment gateway, dan kanal 
pembayaran lainnya; dan  
c.  
  
interoperabilitas instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau kartu 
debet, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya.  
BAB III  
PIHAK DALAM GPN (NPG)   
  
Pasal 4 Pihak 
dalam GPN (NPG) meliputi:  
a. penyelenggara GPN (NPG); dan  
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b. pihak yang terhubung dengan GPN (NPG).  
  
Pasal 5   
(1) Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
meliputi:  
a. Lembaga Standar;  
b. Lembaga Switching; dan  
c. Lembaga Services.  
(2) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf b meliputi:  
a. Penerbit;  
b. Acquirer;  
c. Penyelenggara Payment Gateway; dan  
d. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.  
(3) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terdiri atas bank umum, bank umum syariah, dan Lembaga Selain Bank.  
(4) Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dapat 
terhubung dengan GPN (NPG) melalui bank umum atau bank umum syariah.  
(5)  
  
Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan antara penyelenggara GPN 
(NPG) dengan pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) diatur dalam 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.  
BAB IV   
PENYELENGGARA GPN (NPG)  
  
Bagian Kesatu  
Lembaga Standar  
  
Pasal 6  
(1)  Lembaga Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 
ditetapkan oleh Bank Indonesia.  
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(2)  
  
Pihak yang dapat ditetapkan sebagai Lembaga Standar harus memenuhi 
kriteria paling sedikit:  
a. merupakan representasi dari industri sistem pembayaran nasional;  
b. berbadan hukum Indonesia; dan  
c. memiliki kompetensi untuk menyusun, mengembangkan, dan 
mengelola Standar dalam rangka interkoneksi dan interoperabilitas 
berbagai instrumen dan kanal pembayaran.  
Pasal 7  
(1)  Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai Lembaga Standar harus 
mengajukan permohonan penetapan sebagai Lembaga Standar secara 
tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan 
dokumen pendukung pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2).  
(2)  Dalam rangka memproses permohonan penetapan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:   
a. penelitian administratif;  
b. analisis kelayakan pihak yang mengajukan; dan   
c. pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan, dalam hal diperlukan.   
(3) Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank 
Indonesia memutuskan untuk:  
a. menyetujui; atau  
b. menolak, permohonan penetapan yang diajukan.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penetapan menjadi 
Lembaga Standar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.   
  
Pasal 8   
(1) Lembaga Standar memiliki fungsi menyusun,  mengembangkan, dan 
mengelola Standar untuk interkoneksi dan interoperabilitas instrumen 
pembayaran, kanal pembayaran, dan Switching, serta security.  
(2) Dalam rangka mengelola Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Lembaga Standar memiliki tugas:  
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a. mengelola dan melaksanakan proses sertifikasi untuk memastikan 
kesesuaian instrumen dan/atau kanal pembayaran dengan Standar;  
b. mengelola dan menatausahakan vendor dan produk terkait instrumen 
dan/atau kanal pembayaran yang telah memenuhi Standar;  
c. mengelola dan melaksanakan key management sebagai certificate 
authority; dan  
d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.  
(3) Dalam rangka melindungi kepentingan publik, kepemilikan atas Standar yang 
disusun, dikembangkan, dan dikelola oleh Lembaga Standar berada pada 
Bank Indonesia.  
  
Pasal 9  
(1) Lembaga Standar bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan 
keandalan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan, 
pengembangan dan pengelolaan Standar.  
(2) Lembaga Standar wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait 
penyusunan dan pengelolaan Standar.  
  
Pasal 10  
Lembaga Standar harus meminta persetujuan Bank Indonesia atas hal yang 
bersifat strategis dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.  
  
Pasal 11   
(1) Lembaga Standar mengimplementasikan Standar yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia.  
(2) Lembaga Standar harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap Standar 
yang telah ditetapkan dan diimplementasikan.  
(3) Lembaga Standar bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman 
pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) mengenai Standar yang telah 
ditetapkan dan diimplementasikan.  
  
Bagian Kedua   
Lembaga Switching  
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Pasal 12  
(1) Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b 
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.   
(2) Untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, Lembaga Switching 
harus memenuhi persyaratan paling sedikit:  
a. telah memperoleh izin sebagai penyelenggara switching sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan 
pemrosesan transaksi pembayaran;  
b. telah melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran secara 
domestik dengan menggunakan infrastruktur yang dimiliki di 
Indonesia;   
c. memenuhi kepemilikan saham paling sedikit 80% (delapan puluh 
persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau 
badan hukum Indonesia; dan  
d. mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi Switching 
di GPN (NPG).  
(3) Pihak yang mengajukan permohonan sebagai Lembaga Switching, selain 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki 
modal disetor paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah).  
(4) Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada Lembaga Switching sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c maka perhitungan kepemilikan asing tersebut 
meliputi kepemilikan secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai 
dengan penilaian Bank Indonesia.  
(5) Lembaga Switching yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia 
wajib tetap memenuhi persentase kepemilikan saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c.  
(6) Lembaga Switching harus meminta persetujuan Bank Indonesia dalam hal 
melakukan perubahan modal dan/atau susunan pemegang saham.  
  
Pasal 13  
(1) Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai Lembaga Switching harus 
mengajukan permohonan persetujuan sebagai Lembaga Switching secara 
tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan 
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dokumen pendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat  
(3).  
(2) Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:   
a. penelitian administratif;  
b. analisis kelayakan pihak yang mengajukan; dan   
c. pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan, dalam hal diperlukan.   
(3) Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank 
Indonesia memutuskan untuk:  
a. menyetujui; atau  
b. menolak, permohonan persetujuan yang diajukan.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan menjadi 
Lembaga Switching diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.   
  
 Pasal 14  
Lembaga Switching berfungsi dan bertugas untuk memproses  data transaksi 
pembayaran secara domestik untuk interkoneksi dan interoperabilitas.  
  
Pasal 15  
(1) Setiap Lembaga Switching wajib melakukan interkoneksi dengan paling 
sedikit 2 (dua) Lembaga Switching lainnya.  
(2) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai 
interkoneksi antar-Lembaga Switching sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
  
Pasal 16 Lembaga 
Switching wajib:  
a. mematuhi service level agreement (SLA) Lembaga  
Switching yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;  
b. menerapkan Standar yang ditetapkan oleh Bank  
Indonesia dan dikelola oleh Lembaga Standar; dan  
c. terhubung dan memberikan akses data transaksi pembayaran dan 
kegiatan operasionalnya kepada Lembaga Services.   
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Pasal 17  
(1)  Lembaga Switching dapat melakukan kerja sama dengan penyelenggara 
Switching di luar GPN (NPG) sepanjang telah memperoleh persetujuan dari 
Bank Indonesia.  
(2)  
  
Lembaga Switching harus memastikan bahwa transaksi pembayaran 
domestik melalui pihak yang bekerja sama dengan Lembaga Switching 
diproses melalui GPN (NPG).  
Pasal 18  
(1)  Pemberian persetujuan kepada Lembaga Switching dalam rangka kerja sama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mengacu pada ketentuan 
Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan 
transaksi pembayaran.   
(2)  Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian 
persetujuan kerja sama kepada Lembaga Switching juga mempertimbangkan 
kontribusi penyelenggara Switching di luar GPN (NPG) terhadap peningkatan 
kapasitas dan kapabilitas penyelenggaraan GPN (NPG).  
  
Bagian Ketiga   
Lembaga Services   
  
Pasal 19  
(1)  Lembaga Services sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c 
ditetapkan oleh Bank Indonesia.  
(2)  Pihak yang ditetapkan sebagai Lembaga Services harus memenuhi kriteria 
paling sedikit:  
a. berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan  
terbatas;  
b. mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi Services di 
GPN (NPG); dan  
c. sahamnya dimiliki bersama oleh:  
1. Lembaga Switching; dan  
2. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha  
(BUKU) 4 (empat) yang mayoritas sahamnya  
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dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum 
Indonesia.  
(3)  
  
Kepemilikan saham pada Lembaga Services oleh Bank Umum berdasarkan 
Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c angka 2 dapat berupa kepemilikan tidak langsung.  
Pasal 20  
(1)  Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai Lembaga Services harus 
mengajukan permohonan penetapan sebagai Lembaga Services secara 
tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia disertai dengan 
dokumen pendukung pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (2).  
(2)  Dalam rangka memproses permohonan penetapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:   
a. penelitian administratif;  
b. analisis kelayakan pihak yang mengajukan; dan   
c. pemeriksaan terhadap pihak yang mengajukan, dalam hal diperlukan.   
(3)  Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank 
Indonesia memutuskan untuk:  
a. menyetujui; atau  
b. menolak, permohonan penetapan yang diajukan.  
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penetapan menjadi 
Lembaga Services diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.   
  
Pasal 21  
(1)  Lembaga Services memiliki tugas yaitu:  
a. menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data 
nasabah;  
b. melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelmen;  
c. mengembangkan sistem untuk pencegahan fraud, manajemen risiko, 
dan mitigasi risiko;   
d. mengelola life cycle atas secure access module (SAM) dan mobile apps;   
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e. menangani perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka 
perlindungan konsumen; dan  
f. melaksanakan tugas lainnya yang diamanatkan oleh Bank Indonesia 
terkait kegiatan Services.  
(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Lembaga Services berwenang:  
a. menetapkan ketentuan; dan  
b. memperoleh akses terhadap data transaksi pembayaran dan kegiatan 
operasional dari Lembaga Switching.  
  
Pasal 22  
(1) Lembaga Services wajib mematuhi standar dan SLA Lembaga Services yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia.  
(2) Lembaga Services harus meminta persetujuan Bank Indonesia atas hal yang 
bersifat strategis dalam melaksanakan tugasnya.  
  
Pasal 23  
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara GPN (NPG) diatur dalam 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.  
  
BAB V  
PIHAK YANG TERHUBUNG DENGAN GPN (NPG)   
  
Pasal 24  
Dalam rangka pelaksanaan interkoneksi dan interoperabilitas, pihak yang 
terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
wajib:  
a. mematuhi dan melaksanakan Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 
dan dikelola oleh Lembaga Standar; dan  
b. mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga  
Services.   
  
Pasal 25  
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(1) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) wajib terhubung dengan GPN (NPG) dengan cara menjadi 
anggota pada paling sedikit 2 (dua) Lembaga Switching.  
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk 
instrumen yang dapat saling interoperabilitas tanpa melalui Lembaga 
Switching.   
  
Pasal 26  
Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) diatur 
dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.  
  
BAB VI   
PENYELENGGARAAN GPN (NPG)   
  
Bagian Kesatu   
Kewajiban Penyelesaian Akhir di Bank Indonesia  
  
Pasal 27  
(1) Lembaga Switching wajib memproses penyelesaian akhir (setelmen) di Bank 
Indonesia untuk hasil perhitungan  transaksi  antaranggota dalam Lembaga 
Switching yang sama.  
(2) Lembaga Services wajib memproses penyelesaian akhir (setelmen) di Bank 
Indonesia untuk hasil perhitungan transaksi antar-Lembaga Switching 
dan/atau antarPenerbit.  
(3) Tata cara dan mekanisme kepesertaan Lembaga Switching dan Lembaga 
Services untuk memproses penyelesaian akhir (setelmen) di Bank Indonesia 
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai 
penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen 
dana seketika.  
  
   
Bagian Kedua   
Pemrosesan Transaksi Pembayaran Domestik  
  
Pasal 28  
- 14 -  
(1) Setiap transaksi pembayaran domestik wajib diproses melalui GPN (NPG).  
(2) Pemrosesan transaksi pembayaran domestik dalam penyelenggaraan GPN 
(NPG) dilaksanakan sebagai berikut:  
a. untuk kartu ATM dan/atau kartu debet tunduk pada ketentuan Bank 
Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan 
menggunakan kartu; dan  
b. untuk instrumen pembayaran selain kartu ATM dan/atau kartu debet 
tunduk pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur yang akan 
ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.  
  
Bagian Ketiga   
Branding Nasional  
  
Pasal 29  
(1) Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan 
pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai 
branding nasional.  
(2) Branding nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
seperangkat aturan terkait logo, perluasan akseptasi nasional, dan 
pemrosesan domestik.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan tata cara penggunaan 
branding nasional diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.  
  
Pasal 30  
(1) Bank Indonesia menetapkan logo nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (2).  
(2)  Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) wajib mencantumkan logo 
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap instrumen 
pembayaran yang diterbitkan.  
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(3)  
  
Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) yang menyediakan kanal pembayaran berupa ATM, EDC, 
agen, payment gateway, dan/atau kanal pembayaran lainnya wajib:   
a. menggunakan logo nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan  
b. menerima  instrumen  pembayaran  yang 
mencantumkan  logo  nasional  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).  
Bagian Keempat  Skema Harga   
  
Pasal 31  
(1)  Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan 
pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai 
kebijakan skema harga.  
(2)  Kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:  
a. mendorong perluasan akseptasi, efisiensi, kompetisi, layanan, dan 
inovasi;  
b. didasarkan pada aspek cost of recovery ditambah margin yang wajar, 
risiko, dan kenyamanan; dan  
c. penetapan besaran dan struktur tarif dan bea.  
(3)  Penetapan kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat mempertimbangkan masukan dari pihak lain.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan skema harga  
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.  
  
Bagian Kelima   
Fitur Layanan   
  
Pasal 32  
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(1) Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan 
pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) wajib menyediakan fitur layanan untuk transaksi pembayaran 
yang diproses melalui GPN (NPG).  
(2) Fitur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  
a. pembayaran;   
b. transfer;   
c. tarik tunai;   
d. cek saldo; dan/atau  
e. fitur layanan lainnya.  
(3) Kewajiban penyediaan fitur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat 
pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank  
Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.  
  
BAB VII   
LAPORAN   
  
Pasal 33  
(1) Setiap penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.   
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  
a. laporan berkala; dan   
b. laporan insidental.  
  
Pasal 34  
(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a 
untuk Lembaga Standar, terdiri atas:  
a. laporan triwulanan; dan  
b. laporan tahunan.  
(2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b 
untuk Lembaga Standar terdiri atas:   
a. laporan perubahan modal dan/atau susunan pemegang saham serta 
perubahan susunan pengurus Lembaga Standar;   
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b. laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang 
disampaikan pada saat mengajukan   permohonan penetapan kepada 
Bank Indonesia; dan   
c. laporan  lainnya  yang  diperlukan  oleh  Bank  
Indonesia.  
  
Pasal 35  
(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a 
untuk Lembaga Switching merupakan laporan berkala bagi penyelenggara 
switching sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang 
mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, 
dengan menambahkan informasi mengenai kegiatan operasional Lembaga 
Switching.  
(2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf 
b untuk Lembaga Switching merupakan laporan insidental sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai 
penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.  
  
Pasal 36  
(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a untuk 
Lembaga Services, terdiri atas:  
a. laporan triwulanan;  
b. laporan tahunan; dan  
c. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang 
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.  
  
   
(2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b 
untuk Lembaga Services terdiri atas:   
a. laporan gangguan dalam penyelenggaraan Services dan tindak lanjut 
yang telah dilakukan;    
b. laporan perubahan susunan pengurus Lembaga  
Services;    
c. laporan terjadinya keadaan kahar atas penyelenggaraan Services;   
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d. laporan perubahan data dan informasi pada dokumen  yang 
 disampaikan  pada  saat  
mengajukan permohonan penetapan kepada Bank  
Indonesia; dan   
e. laporan  lainnya  yang  diperlukan  oleh  Bank  
Indonesia.  
  
Pasal 37  
Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyampaian laporan 
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.  
  
Pasal 38  
Laporan bagi pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan laporan sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan 
pemrosesan transaksi pembayaran.  
  
BAB VIII   
PENGAWASAN   
  
Pasal 39  
(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara GPN (NPG) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang meliputi:  
a. pengawasan langsung; dan   
b. pengawasan tidak langsung.  
(2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap pihak yang melakukan 
kerja sama dengan penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1).  
(3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank 
Indonesia untuk melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat  
(1) huruf a.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan 
Anggota Dewan Gubernur.  
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Pasal 40  
Dalam hal hasil pengawasan Bank Indonesia menunjukkan bahwa penyelenggara 
GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai, Bank Indonesia 
dapat:  
a. meminta penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) untuk:  
1. melakukan atau tidak melakukan sesuatu; dan  
2. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan  
b. mencabut penetapan atau persetujuan yang telah diberikan kepada 
penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).  
  
BAB IX   
SANKSI   
  
Pasal 41  
Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat 
(5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat 
(2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), 
dan/atau Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:  
a. teguran tertulis;  
b. denda;  
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau  
d. pencabutan penetapan dan/atau  persetujuan sebagai penyelenggara GPN 
(NPG) sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 5 ayat (1).  
  
Pasal 42  
Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 
25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), 
Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:  
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a. teguran tertulis;  
b. denda; dan/atau  
c. penghentian sementara atau permanen konektivitas dengan GPN (NPG).   
  
Pasal 43  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.  
  
BAB X   
KETENTUAN LAIN-LAIN  
  
Pasal 44  
(1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan tertentu dalam 
melakukan penetapan dan/atau memberikan persetujuan penyelenggara 
GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).  
(2) Kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 
pertimbangan antara lain:  
a. meningkatkan efisiensi nasional;   
b. mendukung kebijakan nasional;   
c. menjaga kepentingan publik;  
d. menjaga pertumbuhan industri; dan   
e. menjaga persaingan usaha yang sehat.   
  
Pasal 45  
(1)  Standar nasional teknologi chip untuk kartu ATM dan/atau kartu debet yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang 
mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, 
ditetapkan sebagai Standar kartu  
ATM dan/atau kartu debet untuk digunakan di GPN (NPG).  
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(2)  
  
Pihak yang menjadi pengelola standar nasional teknologi chip untuk kartu 
ATM dan/atau kartu debet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebagai Lembaga Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
untuk interoperabilitas instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau 
kartu debet.   
BAB XI   
KETENTUAN PERALIHAN   
  
Pasal 46  
(1)  Pihak yang telah memperoleh izin sebagai prinsipal sebelum Peraturan Bank 
Indonesia ini berlaku dapat mengajukan permohonan persetujuan sebagai 
Lembaga Switching sesuai dengan izin prinsipal yang telah diperolehnya, 
sepanjang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d.  
(2)  Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.  
(3)  Ketentuan persyaratan modal disetor sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak berlaku bagi pihak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  
(4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap bertanggung jawab untuk 
menyediakan kegiatan Services kepada anggotanya.  
  
Pasal 47  
Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a untuk 
prinsipal yang menjadi Lembaga Switching yaitu laporan berkala bagi prinsipal 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur 
mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dengan 
menambahkan informasi mengenai kegiatan operasional Lembaga Switching.  
  
Pasal 48  
Sebelum Lembaga Services ditetapkan, seluruh tugas dan wewenang Lembaga 
Services dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dengan 
memperhatikan masukan dari industri sistem pembayaran.   
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BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
  
Pasal 49  
(1)  Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) berupa bank umum dan bank umum syariah, untuk 
instrumen kartu ATM dan/atau kartu debet, wajib memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling lambat tanggal 30 Juni 
2018.   
(2)  Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa bank umum dan bank umum 
syariah, untuk instrumen selain kartu ATM dan/atau kartu debet, wajib 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sesuai 
dengan ketentuan dan waktu yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Anggota Dewan Gubernur.  
(3) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (2) berupa Lembaga Selain Bank, dapat terhubung dengan GPN (NPG) 
sesuai dengan ketentuan dan waktu yang akan diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur.  
  
Pasal 50  
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal           diundangkan.  
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank 
Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.  
  
  
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 
2017         
  
GUBERNUR BANK INDONESIA,  
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AGUS D.W. MARTOWARDOJO  
  
Diundangkan di Jakarta  pada tanggal 22 
Juni 2017  
  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,   
  
  
  
YASONNA H. LAOLY  
  
    
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 134  
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